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Xi

ABSTRAK

MUH. YANDI SIRAJUDDIN, Sstem Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia
(Analisis Perbandingan), “dibimbing oleh bapak Muhammad Kamal Zubair dan ibu
Rusnaena.

Sistem kelembagaan dan regulasi merupakan dua hal yang sangat penting
terkait dengan perkembangan perbankan syariah kedepannyaterutamadi Indonesiadan
Malaysia. Pendlitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem kelembagaan dan
regulasi yang ada saat ini di keduanegaratersebut.

Jenis penelitian ini-ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka
(library research) dan ditinjau dari sifat-sifat data makatermasuk penelitian kualitatif.
Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode yang
digunakan adalah metode analisisis (content analysis). Adapun tekhnik analisis data
yang dipergunakan adalah tekhnik interpretasi, komparast dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem kelembagaan perbankan
syariah Indonesia dan Malaysia itu sebetulnya masih memiliki banyak kesamaan Dari
segi otoritas dan |embaga pengawasnya. Jikakitamelihat dari segi otoritas, bank sentral
kedua negara tersebut baik itu Bank ‘Indonesia dan Bank Negara Malaysia masih
sebagai otoritas tertinggi dalam pengawasan dan pengaturan bank syariah. 2) Regulasi
perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia memang memiliki perbedaan yang begitu
jauh sgjak awal munculnya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat
dan Malaysia yaitu Bank Maaysia Issam Berhard. Di Indonesia, regulasi yang
mengatur perbankan syariah yang jelas dan memadal baru diundang-undangkan pada
tahun 2008 setelah 16 tahun beroperasi yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 .
Sedangkan di Malaysia sejak lahirnya bank syariah pertama sudah didukung dengan
regulasi yang jelas yaitu Islamic Banking Act 1983.

Kata Kunci: Sistem, Kelembagaan, Regulasi, Bank Syariah, Indonesia, Malaysia
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesadaran umat Islam untuk

i menelah sumber-sumber adli gjarannya
semakin meningkat dalam. b ini. Hal tersebut terlihat dengan
adanya beberapa cend islamization of knowledge
(islamisasi ilmu pengetahue elaskan bahwa islamisasi

paterbangun

neo-revivalisme.?
ism merupakan sebuah
am kehidupan masy

menunj eku am di mata dunia Barat. Di

untuk ikan garan kehidupan,
ekonomi. contoh dan
sistem bar -Quran dan

. Untuk itu

ja.2

TAbdullah Saeed, Menyoal bank Syariah, Penerjemah Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), h.4.

2lain Bukittinggi, “Lembaga Keuangan Syariah:Dulu, Kini dan Esok (Suatu Refleksi Dari
Perjalan Sgjarah Lembaga Keuangan Syariah dan Tantangan Bagi Perguruan Tinggi Islam),” Situs
Resmi lain Bukittinggi. http://kampus.iai nbukittinggi.ac.id/20160315/index.php (23 Maret 2018)
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Salah satu bagian dari ekonomi Islam yang berkembang saat ini adalah
perbankan syariah. Pertumbuhan keuangan perbankan syariah telah mengambil
perhatian dunia keuangan beberapa tahun terakhir. Konsep perbankan syariah,
menerima dukungan dari berbagai belahan dunia sebagai sebuah penemuan yang
dapat menggabungkan antara dimensi‘ideologis prinsip-prinsip syariah dengan praktik
di lapangan. Perbankan syariah mampu memberikan inovasi untuk solusi keuangan
khususnya pada masyarakat Muslim didunia yang ingin-melakukan transaksi pada
jaman modern tanpa menghilangkan aspek etis perbankan.®

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok
ekonomi dan praktisi perbankan M uslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari
berbagal pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang
dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya
adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan maisir dan gharar
(ketidakjelasan).*

Perbankan syariah memiliki-tujuan” utama yaitu mencapal kemaslahatan.
Kemaslahatan dapat didefinisikan secara bahasa sebagai kegunaan, manfaat,
kepentingan, kesejahteraan atau al-manfaat dalam bahasa. Hal ini menyatakan bahwa
terdapat  perbedaan mendasar ; antara - pérbankan - syariah dengan perbankan
konvensional dari segi penetapan tujuan.

Perbankan syariah di" Indonesia berkembang seiring dengan berkembangnya
pemikiran masyarakat tentang sistem syariah yang bebas dari sistem bunga (riba).

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan

Slka Yulita,”Perbandingan Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah Antara Malaysia dan
Indonesia” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta,2015).

4Muhammad, Managjemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali pers, 2015), h.1.



prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan katalain, bank 1slam lahir sebagai salah satu
solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.®
Indonesa dan Malaysia merupakan negara yang menganut sistem

konvensional dan syariah, di Indonesia dan Malaysia sistem bank konvensional |ebih

dahulu digunakan dari pada sistem bz
di Malaysiaadalah Bank Id
1 Maret 1983 di bawak

iah. Bank syariah pertamayang beroperasi
MB), yang didirikan pada tanggal
es Act 1965 dal operasi padatanggal 1 Juli

di Indonesia adalah bank

lobal, Indonesia dan M am sepuluh

ki indeks keuangan 3 nia. Namun

gan syariah belum m bertumbuhan

egara Timur

berada pada

dari data t

minasi aset p id di mana Ind

dengan total 2017 adala

gkan MalplnﬂaE Fﬂ“ibawah :

395 triliun

di dan Iran

SMuhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali pers, 2015), h.3.
6Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, (Jakarta: PT.Adhitya Andrebina Agung), h.75.

"Otoritas Jasa Keuangan, “Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah 2017-2019,” Situs
Resmi Otoritas Jasa K euangan. http://www.ojk.ac.id (7 April 2018)

80toritas Jasa Keuangan,”Satistik Perbankan Syariah 2017 Oktober”, Situs Resmi Otoritas
Jasa Keuangan. http://www.ojk.ac.id (8 April 2018)
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dengan total aset perbankan syariah padabulan Juni 2017 sebesar RM 610,5 miliar atau
sekitar 2.136 triliun rupiah.®

Perkembangan industri keuangan syariah secara formal telah dimulai sebelum
dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagal landasan operasional perbankan
syariah di Indonesia. Bahkan pada.awa dioperasikannya, keberadaan bank syariah
pertama di Indonesia (Bank  Muamalat Indonesia) tidak memiliki landasan hukum
tetap, baik mengenai. operasionalnya maupun jenisjenis usaha atau produk yang
ditawarkan.°

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia relatif lamban akibat belum
didukungnya oleh keberadaan regulasi perbankan syariah memadai. Malaysia yang
menganut Islam sebagal agama resmi negara, sedangkan Indonesiayang menempatkan
Islam sebagal agama yang memiliki posisi sama dengan agama-agama lainnya tentu
sangat berpengaruh pada penerimaan aspek-aspek tertentu dari hukum Islam dalam
industri perbankan syariah di kedua negara tersebut.*!

Jika kita melihat dari potensi-yang ada, sebaga negara dengan umat Islam
terbanyak didunia dan penyalur jamaah haji terbanyak, |ndonesiamemliki potensi yang
sangat besar untuk menjadi kiblat perbankan syariah dunia di tahun-tahun yang akan
datang.

Untuk mewujudkan perbankan syariah yang menjalankan fungsi intermediasi

keuangan sesua dengan prinsip syariah di Tndonesia, diperlukan regulas yang

°Ng Min Shen,” Growing The Islamic Banking Busines”. http://themalaysianreserve.com (9
April 2018)

OMa’mur, Dea Andini, “Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Muamalat
Malaysia  Berhard”, Universitas Widyautama. Situs Resmi  Universitas Widyautama.
http://repository.widyatama.ac.id (15 April 2018)

M. Shabri Abd. Magjid, Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komperatif Antara Malaysia dan
Indonesia, jurnal ar.raniry. Situs Remi UIN Ar Raniry. http://jurnal .ar-raniry.ac.id (27 Maret 2018).



mendukung serta kelembagaan yang mumpuni guna meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan perbankan syariah kedepannya. Disamping itu tentu juga tidak ada
salahnya untuk melakukan perbandingan ataupun studi komperatif dengan negaralain
khususnya Malaysia yang juga menerapkan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Bagaimana perkembangan serta pe istem regulas dan sistem kelembagaan

terhadap perbankan syaria sia. Karena menurut pengamatan

5ia bisa juga
kembangan
adi negarakita.
ut maka penulis tertar mengkaji
dan Malaysia, dengan ju iti Perbankan

alaysia (Analisis Perban

Malaysia?

donesia dan

1.3 Tujuan Pendlitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
1.3.1 Untuk mengetahui sistem kelembagaan perbankan syariah Indonesia dan

Malaysia.
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1.3.2 Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perkembangan dan peran
regulasi terhadap perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
1.3.3 Untuk menganalisis perbandingan antara perbankan syariah di Indonesia dan

perbankan syariah di Maaysia

14  Kegunaan Pendlitian
1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini refrensi teoritis untuk
penelitian yang

lebih kc i ini.

apkan mampu menjad apan ilmu
epannya.

1422 ga hasil penelitian ini formasi dan

manfaat dan sekaligus m 5l bagi ilmu
uan.

i |stilah / p

dak terjadi

eneliti m? mi IEPNREsan dari

15

memberikan ian ataupun

ba kata yang

Jika kita berbicara tentang sistem maka pengertiannya sangat luas. Adapun
sistem yang di maksud dalam penelitan ini yaitu terkait dengan sistem regulasi dan
kelembagaan. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah (1)

perangkat unsur yang saling berkaitan membentuk sebuah totalitas (2) susunan yang

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



teratur dari pandangan, teori, asas dsb :pemerintahan negara (demokrasi, totaliter,
parlementer dsb).?? Sedangkan pengertian regulasi menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), adalah pengaturan.®

1.5.2 Perbankan syariah

Daam peristilahan Internasi
terkadang dikenal sebagai

ikenal sebagai Islamic Banking atau
erest-free banking). Bank tanpa
bunga adalah lembag perasional dan produknya
dikembangkan berl
153
utan negara
aratersebut terletak di sih memiliki
dari segi agama, bah
Bahasa Indonesia (KBBI), alah (1) ilmu
tubuh man

ang sesuatu.

an memiliki erbandingan
berasal a dasar bPi A IH)EiMHEJuah hom srena artinya
memili : erbandingan

2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. VII;
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1320

3Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edis IV (Cet. VII;
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1155

“Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edis 1V (Cet. VII;
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 131
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memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perbandingan dapat
menyatakan nama dari seseorang.

Berdasarkan dari pengertian di atas makayang dimaksud dalam judul penelitian
ini adalah untuk membandingkan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia
terutama yang terkait dengan sistem regulasi. dan sistem kelembagaan diantara kedua
negara tersebut.

1.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran referensi yang penulislakukan, penelitian yang berkitan
dengan topik yang dibahas. Penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait
dengan judul penulis diantaranya yaitu:

Ika Yulita dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Perbandingan
tingkat efisiensi perbankan syariah antara Malaysia dan Indonesia”. Fokus penelitian
diatas itu bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi setiap perbankan syariah
khususnya Bank Umum Syariah (Full Fledged Islamic Bank) yang beroperasi di
Malaysiadan Indonesia. Adapun kesimpulandari penelitian tersebut adalah perbankan
syariah di Malaysia dan Indonesi a‘cendrung fluktuatif. Di Indonesia kinerja beberapa
perbankan syariah cenderung stabil seperti BSM dan BJBS (Bank Jakarta Bank
Syariah), bahkan Bank Muamealat rate-rata efisiensinya hanya sekitar 90,67% lebih
kecil dari perbankan syariah lainnya. Sedangkan bank syariah di Maaysia yang
mencapa titik terendah adalah Asia Finanee Bank Berhard dengan rata-rata 84,56%.%°

Penulis juga menemukan penelitian yang disusun oleh Ali Reza dari UIN

Jakarta pada tahun 2010 yang berjudul “Perbandingan Kondisi Perbankan Syariah di

Blka Yulita,”Perbandingan Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah Antara Malaysia dan
Indonesia” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta,2015).



Iran dan di Indonesia”. Secara garis besar kesimpulan dari penelitian tersebut adalah
Iran dan Indonesia mempunyai potensi yang sama sebagai negara mayoritas muslim
dan juga negara dengan sumber daya alam yang melimpah, namun itu semua tidak
memberikan dampak signifikan tanpadiiringi dengan kemauan politik dari pemerintah
untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah.®

Selanjutnya penulis juga menemukan penelitian yang di susun oleh Wellyana
Putra dari Unversitas' Lampung yang berjudul “Perbandingan Kinerja Keuangan
Perbankan Syariah Indonesia dan Perbankan Syariah Malaysia Tahun 2010-2013".
Fokus penélitian tersebut lebih tertuju kepada kinerja keuangan perbankan syariah di
Indonesiadan perbankan syariah di Malaysia, adapun bank syariah yang diteliti adalah
bank umum syariah. Adapun kesimpulannya berdasarkan rasio ROA (Return of Asset)
kinerja perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia tidak memiliki perbedaan yang
signifikan, namun jika dilihat dilihat dari dari rata-rata ROA tahun 2011-2013 maka
kinerja ROA perbankan syariah di Indonesia lebih baik dari pada Malaysia. Dimana
rata-rata ROA perbankan Indonesiasebesar. 1,32% sedangkan M al aysiasebesar 1,01%,
meskipun aset perbankan syariah Malaysia jauh lebih besar dari pada Indonesia, akan
tetapi kemampuan perbankan syariah Indonesiadalam mengoptimalkan total aset yang
dimilikinya untuk memperoleh| laba=iebih /baik: dibandingkan perbankan syariah
Malaysiat!

Sementara penelitian ini” berbeda dengan penelitian terdahulu, meskipun dari

sisi objek yang akan diteliti samayaitu Indonesia dan Malaysia, tetapi dari segi subjek

6Ali Reza, “Perbandingan Kondisi Perbankan Syariah Di Republik Islam Iran dan Indonesia”
(Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2010), h.4.

TWellyana Putra, “Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Perbankan Syariah Malaysia dan
Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2010-2013” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis:
Universitas Lampung,2015) h.63-64.
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berbeda, karena penelitian ini akan mengkaji bagaimana perbandingan sistem regulasi
dan sistem kelembagaan dari ke dua negara tersebut apakah masih memiliki kesamaan
atau bahkan sebaliknya, karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia dan Maaysia
adalah negara serumpun. Fokus penelitian ini adalah Sistem Perbankan Syariah di

Indonesia dan Perbankan Syariah di |
17 Landasan Teoritis
Untuk mend skripsi ini, pendliti

menggunakan teori-teori pe dari berbagai s pun tinjauan teori yang

si, pada umumnya lebih ganisas,
wadah ¢ i sebagai wadah atau t
an main, etika, kode eti
isasl atau suatu system.
t Mubyarto t

baik formal

d lembaga ad ganisas atau

mengatur pe Jan tindakan

akat tertentu -kegiatan rutin ari maupun

(functional organization). Lembaga garis bertanggung jawab pada satu atasan dan

bertanggung jawab penuh pada tugasnya. Lembaga garis dan staf wajib melaporkan
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laporan kegiatan pada satu atasan yang lebih tingg, dan lembaga fungsi bertanggung
jawab kepada |ebih dari satu atasan yang sesuai dengan spesialisnya masing-masing.'®

Pada perbankan syariah Indonesia, kel embagaan bank umum syariah ada yang
berbentuk bank syariah penuh (full-pledged) terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha

Syariah (UUS) dari bank umu siona.’® Perbankan syariah memiliki

kelembagaan yang berbeda Dalam perbankan syariah, bank
terbagi menjadi bank BPR syariah. Sedangkan

diluar bank terdap gawas Syariah, Badan

satu norma atau atu us dipatuhi.

engendalikan perilaku akat dengan
atturan dikeluarkan

oleh pe

eori regulasi adalah p

dukung terjalinnya hubun 2imbang dan

sesual lingkung untuk
Mewu;j bangunan ekon elanjutan guna me kan kualitas
kehidup lingkungann

15 mbagaan,”O f  Mardian.
http://mard Maret 2018).

Otoritas Jasa K euangan, Perbankan Syariah dan Kelembagaannya, Situs Resmi Otoritas Jasa
Keuangan. http://www.ojk.go.id (26 Maret 2018).

2Diana Yumanita, “Bank syariah: Gambaran Umum, Pusat Pendidikan dan Studi
Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia”, Situs Resmi Bank Indonesia.
http://www.bi.go.id/Documents (12 April 2018)

2'Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. VII;
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1155.
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Menurut Scott terdapat dua teori regulasi yaitu public interest theory dan
interest theory group. Public Interest theory menjelaskan bahwa regulasi harus dapat
memaksimalkan kesegjahteraan sosial dan interest group theory menjelaskan bahwa
regulasi adalah hasil lobi dari beberapaindividu atau kelompok yang mempertahankan
dan menyampaikan kepentingan mereka kepada pemerintah.

K ebutuhan untuk meregulasi bank sebagal institusi bermula dari adanyaresiko
yang melekat (inherent) pada sistem perbankan. Tidak seperti industri mobil , bank
menawarkan sebuah produk yang digunakan oleh setiap nasabah, baik komersial
maupun perorangan, yaitu uang. Oleh karena itu kegagalan dari sebuah bank dapat
menimbulkan dampak perekonomian secara menyeluruh dan disebut dengan risiko
sistematik.

Risiko sistematik adalah risiko dimana kegagalan sebuah bank dapat
menimbulkan dampak yang menghancurkan perekonomian secara besar-besaran dan
bukan hanya dampak berupa kerugin secara langsung yang dihadapi oleh pegawai,
nasabah dan pemegang saham.?

Regulasi memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan dan
keberlanjutan perbankan syartah didunia, termasuk di Indonesia dan Malaysia.
Regulasi menjadi |andasan' utama operasionalisasi perbankan syariah. Bahkan salah
satu ahli mengemukakan bahwa agar perkembangan perbankan syariah semakin
mendunia dan kompetitif harus didukung oleh 7 faktor salah satunya yaitu adanya
regulasi yang jelas, sistematik dan komprehensif yang mengatur operasional perbankan

syariah.?®

2Shabri Abd. Majid, Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komperatif Antara Malaysia dan
Indonesia, jurnal ar.raniry. Situs Resmi UIN Ar Raniry. http://jurnal.ar-raniry.ac.id (27 Maret 2018).
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Regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia baru diundang-undangkan
pada tahun 2008, yakni Undang-undang No. 21/2008 yang terbit padatanggal 16 Juli
2008.2* Sedangkan pada sast Bank Muamalat Indonesia didirikan, dasar hukum
pembentukan bank Muamalat adalah UU No. 7/1992 tentang Perbankan yakni

menerapkan dual banking system omodir penerapan bank syariah dalam

sistem perbankan konvensi ersebut direvis dengan Undan-

undang No. 10/1998 gatur dengan hukum serta jenis-jenis

998 tanggal ember 1998
tentang ngan bank ac badan usaha
pun dana dari k simpanan d yalurkannya

akat dalapmnn(E:Pibn.Eentuk lai am rangka

yang me

kepada

#Bank Indonesia,”Sekilas Perbankan Syariah Di Indonesia”, Situs Resmi Bank Indonesia.
http://www.bi.go.id (9 April 2018)

| katan Bankir Indonesia, Memahami Audit Intern Bank, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2015), h.3.
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prinsip hukum Islam yang diatur didalam fatwa MUI seperti prinsip keadilan dan
keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung garar, maysir,
riba, zalim dan obyek yang haram. UU ini juga mengamanahkan bank syariah untuk
menjalankan kegiatan sosial seperti menerima dana yang berasal dari zakat, infak,
sedekah, infak dan dana sosial lai

onesia juga termasuk salah satu negara
yang menerapkan dua a pengoperasian perbankan

konvensional dan per

Bank Perkreditan
Rakyat

Bank Umum/ Unit
Usaha Syariah
(Islamic window)

dengan bank

bkan kontrak

wakalah dan wadiah.

%0toritas Jasa Keuangan, “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya”, Situs Resmi OJK.
http://www.ojk.go.id/perbankan/syariah/dan/kelembagaannyaa (26 Maret 2018).

2Trisadani P. Usanti dan Abd. Shomad, Hukum Perbankan, (Jakarta: Kencana,2016), h.2.
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Lebih lengkapnya mengenai perbedaan antara bank syariah dengan bank
konvensional dijabarkan sebagai berikut : 2
Tabel. 1.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank Syariah Bank Konvensional

Investasi hanya untuk proyek dan nvestasi, tidak mempertimbangkan

produk yang halal serta aram asalkan proyek yang

menguntungkan.

leh keuntung

injamkan.

AR B an

Dewan pengawas terdiri dari B,

Dewan pengawas terdiri
Bapepam, Komisaris, dan Dewan Bapepam, dan Komisaris.

Pengawas Syariah (DPS).

28| smail, Perbankan Syariah,(Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri,2011), h.38.
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Penyel esaian sengketa, diupayakan Penyel esaian sengketa melalui
diselesaikan secara musyawarah antara | pengadilan negeri setempat.

bank dan nasabah, melalui peradilan

agama.

Secara umum, bank Islam ate a disebut juga dengan bank tanpa bunga,

adalah lembaga keuang perasionalnya dan  produknya

dikembangkan berlanc 8 ’ 3 abi SAW, atau dengan kata

t ini banyak

menyebut entitas bank | ank Islam itu

ga (i nterest-free bank), a bank), dan

k). Karnaen Perwata mad Syafi’i
nisi Bank Islam sebagai beri

lam adalah b

ai dengan pri

kuti ketentua tuan syariah

unsur-unsur

i hasil dan

2Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Y ogyakarta, UPP AMP Y KPN,2005), h.13

%Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,(Jakarta: Sinar
Grafika,2012), h.33.

SlKarnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana bank
Ilam,(Y ogyakarta: Dana Bhakti wakaf,1997), h.1.
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Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial

intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktifitasnya

berkaitan dengan masalah uang. Kegiatan dan usaha bank yang akan selalu berkaitan

dengan komoditas, antara lain:*?

1
2.
3.
4.
5
6

1.7.4 Struktur Perbankan Syariah

Memindahkan uang

Menerima dan membaye m rekening Koran

harga lainnya

ang terlibat dalam per : X
saksi
is dijalankan sesuai d ariah Semua jenis
arus t dari transaksi gharar (sp sti dan tidak

Islam harus emudian did
asyarakat y (mustahik),

oo e S B

sikan kepada

$2Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.3.
SMervyn K. Lewis dan Latifa M. Lagoud, Perbankan Syariah, Penerjemah Burhan Subrata,

(Jakarta: Serambi, 2007), h.50.
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Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun
2008 tentang perbankan syariah. Di mana yang dimaksud dengan perbankan syariah
adalah segala sesuttu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah
(UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

mel aksanakan kegitan usahanya.

Menurut jenisnya ban

jasa dalam lalu lintas

uang asing secara k sfer ke luar
, pembukaan letter of cr
uus)
or pusat bank umum konv: ngs sebagai
kantor an kegiatan
prinsip edudukan di

luar n a konvensio g berfungsi

pkutan UUS

3Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2014), h.16
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Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanyaboleh dimiliki oleh
WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

1.7.5 Produk Bank Syariah

Produk perbankan syariah awarkan di Indonesia dan Malaysia itu
masih memiliki banyak kesa

1.7.5.1 Produk Pembiz:

Produk pe padabank syariah Indonesia

im ' itu be kar menukar
secara Sem urut istilah, jual beli 6 arta dengan
hartaya pli pemindahan milik dan . si jua beli
dapat ¢ b an bentuk pembayar rahan yaitu

i rab embiayaan salam dan pembi i sti

an pembiay. uga disebut

ada dua macam yaitu

dengan yarakah dan
ijarah.

1752

terbagi m

ang lain dengan
menitipkan suatu benda untuk dijaga secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda
titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima

%Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan
Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.63
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titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh
kelalaiannya, makaia wajib menggantikannya.®

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak
pertama (shahibul maal) menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lainnya
(mudharib) menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut
kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian
itu bukan akibat kelalaian pengelola, kecuali kerugian itu disebabkan karena
kecurangan dan kel alaian sipengel ola maka dia berhak bertanggung jawab.*’
1.7.5.3 Pelayanan jasa

Produk atau akad pelayanantjasa pada perbankan syariah di Maaysia dan
Indonesia beragam, di Indonesia ada 6 akad yaitu, sebagal berikut: Wakal ah, kafalah,
hawalah, rahn, gardh dan sharf. Sedangkan di Malaysia ada gardh hasan, bai’ bi
tsaman ajil (Bba), Ba’i al inah dan ujr.®

Sebenarnya desain produk perbankan syariah Indonesia dan Malaysia memiliki
banyak kemiripan , namun ada beberapa akad khas yang digunakan perbankan syariah
Malaysia, yakni akad yang bepolajual beli, yaitu Bai’al Inah, Ba’i al Dayn, Bai’ Bi
Tsaman Ajil (BBA), serta akad berpola sewa, Y aitu Variabel Rate ljarah.
1.7.6 Peranan Bank Syariah

Sistem lembaga keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebaga aturan

yang menyangkut aspek keuangan dalam sisem mekanisme keuangan suatu negara

3Hendi Suhendi, Figh Muamalah:; Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik,
Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah ljarah dan lain-lain, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada,2005), h.182

$’Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani
Pres, 2001), h.95

%Rio Satria, Produk Perbankan Islam Di Indonesia dan Di Negeri Jiran, Jurnal Perbankan
Syariah pdf. http://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel (19 Maret 2018)
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telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu
bangsa. Khusus dibidang perbankan, sgarah telah mencatat, sgjak berdirinya De
Javasche Bank pada tahun 1827 yang kemudian dinasionalisasi oleh Pemerintah
Republik Indonesia pada 6 Desember 1951.%° Telah menanamkan nilai-nilai sistem
perbankan yang sampai sekarang telah mentradisi dan bahkan sudah mendarah daging
dikalangna masyarakat Indonesia, tanpa kecuali umat Islam. Rasanya sulit untuk
menghilangkan tradisi.yang semacam itu, namunapakah hal itu akan terus berlangsung
secaraterus.

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad XX terjadi
kebangkitan umat Islam dalam segda aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang
pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan, yaitu dengan
menghapuskan instrumen utamanya: bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan
mencapal kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip garan Islam yang
mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan.

Berbicara tentang peranan sesuatu,.tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan
kedudukan sesuatu itu. Diantara peranan bank |slam, adalah memurnikan operasional
perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat;
meningkatkan kesadaran syariah umat:-islam sehingga dapat memperluas segmen dan
pangsa pasar perbankan syariah; menjalin kerja sama dengan para ulama karena
bagaimanapun peran ulama, khususnya Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan

umat Islam.*®

®Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan,(Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada,2012), h.4.

4K arnaen Perwataatmadja,” Istigamah Dalam menjalankan Operasional Bank Syari’ah”,
Kertas Kerja seminarBank Syari’ah, padatanggal 24 September 1997.
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Adanya Bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap
pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan
oleh Bank Islam. Melalui pembiayaan ini bank isslam dapat menjadi mitra dengan
nasabah, sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak lagi sebagai krediturdan

debitur tetapi menjadi hubungan kemi
Secara khusus pera ata dapat terwujud dalam aspek-
aspek berikut:

1.7.6.1 Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya be i apat  menjadi

gang Islam,

erhasilannya untuk 5, ekonomis,

1.76.2 nomi umat dan berop an. Artinya,
ariahharus didasarkan p. akyatan dan
| yang transp

1.76.3 Y| asiinya dan

1764 i . yank syariah

1.7.6.5 Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank ssyari’ah bukan hanya
mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat juga mengumpulkan dana
Zakat, Infak dan Shadagah (Z1S).

1.7.7 Tujuan Perbankan Syariah

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



23

Ada beberapa pandangan tentang tujuan perbankan syariah (Islamic banking)
didirikan. Secara garis besar pandangan tersebut dibagi kedalam dua bentuk, yaitu
pandangan yang dikemukakan oleh parateoritis dan praktisi ekonomi Islam.

Menurut teoritis ekonomi Islam Sutan Remi Sjahdeni , adalah perbankan yang
menyediakan fasilitas dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen yang sesuai
dengan ketentuan-ketentuan.dan norma-norma syariah.*! Perangkat-perangkat tersebut
bertujuan untuk memberikan keuntungan-keuntungan sosio ekonomis bagi orang-
orang muslim, bukan semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh
sebagaimana yang menjadi tujuan perbankan konvensional.

Komitmen akan pembangunan dan kemajuan bagi masyarakat muslim menjadi
tujuan utamakeberadaan Islamic Banking. Tidak heran jikalslamic Development Bank
(IDB) mengkhususkan diri bagi pembangunan negara-negara |slam.

Pandangan serupa menurut M. Umer Chaptra, bahwa Islamic Banking
bertujuan untuk meningkatakan kesempatan kerja dan kesegjahteraan masyarakat |slam
yang sesua dengan nilai-nilai Islam:Oleh karenanya, |slamic Banking harus sungguh-
sungguh dalam menyiapkan berbagal pirantinya yang menekankan bahwa pembiayaan
yang disediakannyatidak akan meningkatkan konsentrasi kekayaan atau meningkatkan
konsumsi. la sangat menekankan aclanya keadil an.dan-kesei mbangan dalam berbagai
pembiayaan yang berlaku dalam perbankan Islam sehingga kesenjangan sosial dan
ekonomi dalam masyarakat Islam dapat di eliminasi, kalau trdak dapat drhapuskan.

Sebaliknya para praktisi ekonomi Islam atau Bankir Islam menganggap bahwa

peranan Islamic banking hanya semata-mata bertujuan untuk komersia dengan

4y eithzal Rivai dan AndriaPermataVeithzal, Islamic Financial Management,(Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada), h.79.
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mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan
untuk menghasilkan keuntungan finansial. Ini berarti bahwa para bankir Islam
menganggap Islamic banking bukan sebagai lembaga sosial semata. Hal ini didasarkan
pada pandangan  Abdul Halim Ismail, Bank Islam Maaysia
Berhad,mengemukakan,”Sebagai seorang bisnis Muslim patuh, sebagai bank semata-
mata mengupayakan setinggi mungkin keuntungan. tanpa menggunakan instrumen
yang berdasarkan bunga’”.#?

Namun demikian, tidak berarti para Bankir Islam menganggap bahwa Islamic
Banking adalah sebuah lembaga yang hanya berorientasi pada profit semata tanpa
memerhatikan aspek kepedulian terhadap perkembangan masyarakat Islam. Jika
perbankan didasarkan pada sistem dan norma-norma lslam, maka ia harus tunduk dan
patuh kepada semua aturan yang berlaku dalam gjaran Islam. Salah satu dari gjaran
|slam adalah kepedulian dan adanya komitmen yang kuat untuk membangun solidaritas
sosia dan ekonomi.

Secara umum perbankan “syariah-"dalam melakukan kegiatan usahanya
berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi, ekonomi dan prinsip kehati-hatian.
Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan keadil ah;, kebersamaan, dan pemerataan kesgjahteraan rakyat.*
1.7.8 Profil Perbankan Syariah Malaysia

Madaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah

Indonesia dimana ibukotanya adalah Kuala Lumpur. Malaysia sendiri merdeka pada

4y eithzal Rivai dan AndriaPermataVeithzal, Islamic Financial Management,(Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada), h.80-81

4Otoritas Jasa Keuangan,” Perbankan Syariah dan Kelembagaannya.” Situs Resmi OJK.
http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah (16 April 2018).
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tahun 31 Agustus 1957 dengan total luas area 329,847.00 km2, dengan jumlah
penduduk sebanyak 31.650.600 orang pada bulan April 2018.** Adapun agama resmi
dari Malaysia adalah muslim dengan total jumlah penduduk muslim 61,3% atau sekitar

18.972.326 orang, Oleh karenaitu, pemerintah Malaysia mempunyai kewajiban untuk

mengakomodas pengembangan lemb uangan syariah di Malaysia sesuai dengan

agama lslam yang mayoritas

orbankan dan keuangan

i Maaysia memiliki k ik ye k, beberapa

1. Meskipun

kasi prinsip

““Daftar Negara dan Wilayah Dependensi Menurut Jumlah Penduduk,” Wikipedia the Free
Encyclopedia. http://id.m.wikipedia.org/wiki/DaftarNegaradanWilayah (8 April 2018).

“lka Yulita,”Perbandingan Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah Antara Malaysia dan
Indonesia” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta,2015),
h.71.
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pendapat ulamanya. Misalnya, menurut ulamaMalaysia aliran dana samadengan utang
dan juga sama dengan harta benda. Oleh karenaitu, utang sama dengan harta dan dapat
diperjualbelikan dengan harga berapapun. Pendapat dengan prinsip ini berimplikasi
pada akad dari produk dan instrument keuangan syariah yang digunakan di Malaysia,
buyback) dan Bai " 4l-Dayn (jual beli

seperti dibolehkannya Bai " 4/-In
utang dengan diskon).
1.7.8.3 Kedudukan B

aysia berada di baw ang berbeda

Sementaraitu, Islamic

roduk bank syariah b

Jang-undang

Syariah

5 syariah terti bnal Syariah

cil on Islami

engan tujuan

sebagal satu- saran kepada
ordinasi isu-

analisis dan

perbankan dan perusahaan takaful .#®
1.7.9 Profil Perbankan Syariah Indonesia

“Ascarya, Comparing Islamic Banking Development in Malaysia and Indonesia:
https://www.researchgate.net/publication/304783424pdf (15 Februari 2018).
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Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beragam
suku bangsa, bahasa, dan agama. Jumlah pulau yang dimiliki Indonesia adalah
sebanyak 17.508 pulau dengan luas keseluruhan wilayahnya adal ah sebesar 1,904,569
km2. Indonesia memiliki populasi sebanyak 260.580.739 jiwa (estimasi Juli 2017)
dengan mayoritas penduduknya adalah penganut agama |slam (sekitar 87,2%).%

Keinginan untuk menerapkan gjaran Islam di-Indonesia dalam bidang ekonomi
sudah berlangsung sgjak lama. Dalam bidang perdagangan kemunculan Sarekat
Dagang Islam pada awal tahun 1900-an menjadi salah satu contohnya.*® Ide pendirian
bank Islam di Indonesia juga tidak terlepas dari adanya wacana yang begitu intens
tentang pendirian bank-bank 1slam difluar negeri.

Namun hal yang lebih penting dari hal tersebut adalah kondisi ekonomi dan
politik di negeri sendiri. Kalau pada masa Orde Lama wacana ideologis dan politik
begitu dominan, maka sebaliknya Orde Baru tampil dengan slogan palitic no economy
yes. Nuansa nasionalis yang begitu kental di Orde Lama, ditambah kekhawatiran
menguatnya paham komunis, membuat kelompok dan organisasl bernuansa agama
terpinggirkan.

Harapan terjadinya perubahan pada Orde Baru ternyata juga membutuhkan
waktu yang lama. Dalam' masa krisis dan/hyperinfiation, pemerintah Orde Baru
mengambil kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi keluar.*® Salah satu

caranya adalah meminta dukungan modal asing, terutama Jepang dan Amerika Serikat.

4Dickson, Ilmu Pengetahuan Umum, http://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-
indonesia (22 Februari 2018).

#“Sarekat Islam,” Wikipedia th Free Encyclopedia. http://id.wikipedia.org/wiki/sarekatislam.
(11 April 2018)

®Muslimin H.Kara, Bank Syariah di Indonesia, (Y ogyakarta: Ull Press, 2005), h.122.
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Tekanan yang diberikan oleh kelompok dan organisasi masyarakat baik itu dari
Masyumi, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), hingga Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI). Dimulai dari melakukan pembaharuan teologis, reformasi politik/birokrasi,

hingga transformasi sosial.>® Barulah pada tahun 1990, Ikatan Cendikiawan Muslim

kan dimana

tumbuhan industri keu syariah di

snya dengan munculn iah maupun

i dengan Oktober 2017 Bank Umum
Syariah yang tersebar di

enelitian ini lam:ia termasuk ian (library

k IMaryMlEIE(m RE karenap sarnya setiap

S0Muslimin H.Kara, Bank Syariah di Indonesia, (Y ogyakarta: Ull Press, 2005), h.158.

Sllka Yulita,”Perbandingan Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah Antara Malaysia dan
Indonesia” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta,2015),
h.57.

525, Nasution, Metodologi Research (Penelitian IImiah), (cet;1X;Jakarta:Bumi Aksara 2007),
h.145
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membandingkan. Seperti yang halnya dilakukan oleh penulis, penulis membutuhkan
buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang terkait dengan judul dan
permasal ahan yang diangkat oleh penulis. Ditinjau dari sifat-sifat data maka termasuk

penelitian kualitatif (qualitatif research).>® Dimana dalam megumpulkan berbagai

g ari i a buku-buku
ariah serta damat w: B ra Malaysia

, dan Otoritas Jasa Keu JK).
data yang diperoleh dari uku perhubungan

55

ustakaan ya ara khusus

data—damMEMﬂ)E maupun a terkait dan
ian

pendlitian ini

1.8.5 Fokus Pendlitian

53Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:Remaja Rosdakarya,1999),
h.27

%Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial, (Ed.I, Cet.lll;Jakarta: Kencana
Prenada Media Group,2007), h.55

S5Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Sinar Grafika,2011), h.106
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Penelitian ini lebih terfokus kepada system kelembagaan dan sistem regulasi
perbankan syariah di Indonesiadan Malaysia.
1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta

interpretasi tentang masalah y dikaji.*®Karena penulis menggunakan

penelitian kepustakaan jadi ifatnya tertulis. Untuk itu buku-
buku atau referensi y. ini akan dikaji secarakritis.
1.8.7 Teknik Anali
gan maksud
untuk Sis dari hasil
bacaan
1871 penganalisan data y hal-hal yang
khu dian dapat memperoleh i m.

18.7.2 ded alah penganalisan yang b al-ha yang
umum untuk Khusus dan
pertanggung
18.7.3 komparatif embandingka pandangan
1.8.8

K pengolahan
data dengan tahapan sebagai berikut:

1.8.8.1 Editing

%Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat,
(Y ogyakarta:Kanisius, 1989), h.85
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Yaitu pemeriksaan dan penelitian kembali dari semua data yang diperoleh
terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan
antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

1.8.8.2 Coding dan kategorisasi

Menyusun kembali datay iperoleh dalam penelitian yang diperlukan

kemudian melakukan pen engan pelaksanaan kategorisasi

PAREPARE
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SEJARAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN
MALAYSIA

2.1 Sgarah Perbankan Syariah di |

Secara teoritis, bank jak tahun 1940-an dan secara
kelembagaan baru dap i Indonesia, kenyataan baik
secara teoritis m k Islam bahkan lebih
donesia saat
ini, tela : yang dikenal
ini menjadi

tidek lagi

Dewan ' : )-an. Seperti
pendirig egara-negara

Arab, u uncul bank

Keinginan umat Islam Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai

dengan prinsip-prinsip syari’at Islam sudah sejak lama digagas oleh para tokoh dan

S’Peri Umar farouk, Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Juli 2002), h. 4
http://www.inlawnesia.net (diakses 25 Juli 2018).

%8Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2012), h.43.
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cendikiawan muslim Indonesia. Gagasan mendirikan bank yang sgaan dengan
prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut sudah muncul sgak tahun 1930-an,
berbarengan dengan timbulnya reaksi dan kontroversi dikalangan ulama Indonesia

mengenai hukum bunga bank pada perbankan konvensional. K. H Mas Mansur, ketua

Pengurus Besar Muhammadiyah peric -1944 menguraikan pendapatnyatentang
penggunaan bank konvensior aksadilakukan karenaumat Islam

belum mempunyai ban

mendiri terkemuka

laketikaitu

dengan olak gagasan masyark dirikan bank

Islam karena menurutnya b jgeng tanpa

komentar tersebut sam utkan upaya

umat Ig uk t enyuarakan gagasan tersebut.

a pada t yah, dalam
pank adalah
kepada PP

yang sesuai

Wacanaini juga dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia dengan

Timur Tengah padatahun 1974 dan padatahun 1976 dalam seminar Internasional yang

Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, (Jakarta: Kharisma Putra Utama,
2009), h.26.
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dilakukan oleh Lembaga Studi IImu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan
Bhinneka Tunggal Ika.%° Namun ada beberapa alasan yang menghambat tereaisasinya
ide ini, yaitu operasi bank syariah yang menetapkan prinsip bagi hasil belum diatur,
karena hal ini tidak sgalan dengan UU pokok Perbankan yang berlaku, yaitu UU No.
14 Tahun 1967. Konsep bank syariah dari. segi politis juga dianggap berkonotasi
ideologis, sebagai bagian atau berkaitan dengan konsep Negara Islam, sehingga tidak
dikehendaki pemerintah.

Pada pertengahan tahun 1970-an, masih dipertanyakan, siapa yang bersedia
menaruh modal dengan ventura semacam itu, sedangkan pendirian bank baru dari
Negara-negara Timur Tengah masih dicegah antara lain oleh kebijakan pembatasan

bank asing yang ingin membuka kantor cabang di Indonesia,®*

Upaya intensif pendirian Bank Islam (disebut oleh peraturan perundang-
undangan Indonesia sebagai “Bank Syariah”) di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun
1988, yaitu pada saat pemerintah mengel uarkan Paket K ebijakan Oktober (Pakto) yang
mengatur derequlasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama waktu itu telah
berusaha mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak adapun satu perangkat hokum yang
dapat dirujuk kecuali penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa

perbankan dapat_saja menetapkan btinga sebésar 096 (nol_persen).®?

Perdebatan ulama dengan cendikiawan sangat luar biasa mengena bunga bank,

yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok yang menghal alkan, syubhat dan

% Heri Sudarsono, Bank dan lembaga Keuangan Syariah (Y ogyakarta: Ekonisia, 2004), h.30.

61 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di
Indonesia ,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.58.

62 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Tazkin Institut, 2002), h.7.
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mengharamkan. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, digelar diskusi dengan tema Bank
Islam sebagai pilar ekonomi Islam. M. Dawan Rahardjo mengajukan rekomendasi
Bank Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari riba, sekaligus berusaha
menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi
masyarakat. Dalam tulisannya, jalan keluar.yang direkomendasikan adalah transaksi
pembiayaan dengan tiga modus, yakni mudharabah, musyarakah dan murabahah.

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari situasi politik yang
melingkupinkehadirannya.dansmasalah yuridissberkenaan.dengangpersentuhan antara
hukum syariah dengan hukum nasional dan hukum barat. Dari perdebatan para
cendikiawan dan ulama, dilakukan uji“coba skala relatif terbatas seperti Baitutanwil
Salman di Bandung yang sempat tumbuh mengesankan dan di Jakarta dengan |lembaga
serupa dalam bentuk koperasi yaitu koperasi Ridho Gusti.®® Akan tetapi, prakarsalebih

khusus untuk mendirikan bank Islam di indonesia baru dilakukan padatahun 1990.

Namun yang lebih penting dari hal tersebut adalah kondisi politik-ekonomi
didalam negeri sendiri. Kalau pada masa Orde Lama wacana ideologis dan gerakan
politik Begitu dominan, maka sebaliknya, Orde Baru tampil dengan slogan politic no,
economy yes.** Nuansa Nasionalis yang begitu kental di Orde Lama, ditambah
kekhawatiran menguatkan ‘paham komunis, membtat_kelompok dan organisasi
benuansa agama terpinggirkan. Harapan terjadinya perubahan pada era Orde Baru
ternata juga membutuhkan waktu yang lama. Dalam masa krisis dan terjadi

hyperinflation, pemerintahan Orde Baru mengambil kebijakan pembangunan ekonomi

8 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani
Press, 2001 ), h. 25.

5Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, (Jakarta: Gema Insani Press,
1996), h.188.
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yang berorientasi keluar.®® Salah satu caranya meminta dukungan modal asing,

terutama dari Amerika dan Jepang.

Mageis Ulama Indonesia (MUI) pada tangga 18-20 Agustus 1990
menyelenggarakan Lokakarya Nasional .dengan tema Bunga Bank dan Perbankan di
Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Lokakarya yang menjadi cikal bakal lahirnya Bank
Muamalat Indonesia dengan mengundang berbagai- komponen bangsa, termasuk
pemerintah dan Bank/Indoensia. Para pembicara dalam lokakarya itu adalah para ahli
dibidangsperbankan.dan.syariahdslam. Pembiearanya antaralainzAchwan (Gubernur
Bank Indonesia) dengan pembahas utama: A.M Saefuddin dan Murkasa Sarkaniputra;
Ibrahim Hosen, pembahas utamanya: Alie'yafie dan Ahmad Azhar Basyir; Karnaen A.
Perwataatmad|a, pembahas utamanya: | Nyoman Moena, Ralie Siregar, dan Bambang
Subianto; dan Dawam Rahardjo dengan pembahas utamanya Sri Edi Swasono dan

Ahmad Djimar.

Hasil lokakaryatersebut dibahas |ebih mendalam pada M usyawarah Nasional 1V
MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan
amanat Munas IV MUI dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan ban Islam di
Indonesia. Tugas yang diemban Tim Perbankan MUI, adalah melakukan pendekatan

dan konsultasi dengan semua pihak terkait.°”

Sebelum Bank Muamalat, perbankan syariah modern diawali saat pendirian BPR
Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Segjahtera awa 1991 di Bandung, yang

®SMuslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia (Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia
terhadap Perbankan Syariah), (Y ogyakarta: Ull Press, 2005), h.122

%Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia (Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia
terhadap Perbankan Syariah), (Y ogyakarta: Ull Press, 2005), h.103

7M. Syafi’l Antonio, Bank Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.18.
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diprakarsai Institute for Syariah for Economic Development (ISED).%8 Sedangkan
Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut. Akta
pendirian PT. Bank Muamalat Indoensia ditandatangani pada tanggal 1 November
1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian
saham sebanyak Rp84 miliar. Pada tanggal 3. November 1991, pada acara silaturrahmi
dengan presiden di istana Bogor, dapat dipenuhi total komitmen modal disetor awal
sebesar Rp 106.126.382.%° Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden,
sepuluh menteri kabinet pembangunan V, yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila,
yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PINDAD.
Selanjutnya yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan
penopang bank syariah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1
Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia (BMI ) mulai beroperasi.

Segjak resmi beroperasi padal Me 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamal at
Indonesiaterus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan Syariah seperti
asuransi syariah (asuransi takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat
(DPLK [ Muamalat) dan multifinance syariah (al-ijarah Indonesia finance) yang

seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.”

Pendirian_bank Mtuamalat_ Indonesia’ditkuti: ofeh _perkembangan bank-bank

perkreditan rakyat syariah (BPRS), namun kedua jenis bank tersebut belum dapat

%Abd. Shomad, Hukum Islam (penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia), (Jakarta:
Kencana, 2010), h.114.

Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di
Indonesia ,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.62.

Bank Muamalat, Sgjarah Bank Muamalat, Situs Resmi Bank Muamalat | ndonesia www.bank
muamal at.co.id/profil-bank-muamalat (19 Juli 2018).
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menjangkau masyarakat lapisan bawah. Oleh karena itu, dibangunlah lembaga-
lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Ma Wa Tamwil (BMWT). Pada tahun
1998 muncul undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun
1992 tentang perbankan, dimana terdapat perubahan yang memberikan peluang lebih
besar bagi pengembangan bank syariah.

2.2  Sgarah Perbankan Syariah di Malaysia

Perkembangan perbankan syariah di Malaysia berawal pada saat pemerintah
membentuk Tabung haji pada tahun 1963. Lembaga ini dibentuk untuk investasi
tabungan masyarakat local pada instrument bebas bunga khususnya bagi mereka yang
ingin menunaikan ibadah haji. Lembaga Tabung haji menggunakan skema
mudharabah, musyarakah dan ijarah dalam pembiayaan investasi di bawah petunjuk
dan pengawasan Komite Fatwa Nasional Maaysia (National Fatawah Committee of
Malaysia). Akan tetapi Lembaga Tabung Haji hanya sebagal |embaga penyimpan dan

memiliki berbagai kekurangan inovasi dan insentif keuangan.

Seperti Negara berpenduduk Muslim lainnya, gerakan pembentukan bank
syariah di Maaysia diinisiasi oleh-elemen masyarakat. Permintaan resmi pertama
terjadi pada saat kongressekenomi. bumigputra (indigenous people) pada bulan Juni
tahun 1980.”2 Kongres ini menghasilkan sebuah resolusi yang meminta pemerintah
untuk membolehkan Lembaga Tabung Haji mendirikan sebuah bank syariah. Dalam
sebuah seminar di Universitas Kebanggaan Malaysia tahun 1981, para peserta

""Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di
Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.59.

2AfrivaKhaidir, Kebijakan Kejiranan, (Jakarta: Kencana,2016), h. 89.
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meminta pemerintah untuk membentuk undang-undang khusus yang dapat

memungkinkan terbentuknya suatu bank berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Atas permintaan tersebut, pihak pemerintah menunjuk sebuah Sterring Komite
Nasional (National Steering Committeg)untuk pembentukan Bank Syariah.”® Adapun
rekomendasi dari komite tersebut yang selanjutnya dipresentasikan di hadapan Perdana
Menteri Malaysia padatanggal 5 Juli 1982 adalah sebagai berikut: (i) pemerintah harus
membentuk sebuah bank Islam yang beroperasi sesual dengan prinsip-prinsip syariah;
(i) bankglslampyang.digjukanstersebut didasarkangpadasndang-Undang Korporasi
tahun 1965; (iii) Undang-Undang Perbankan tahun 1973 tidak dapat mengakomodir
operasional bank syariah. Oleh karenanya, UU Perbankan Syariah yang baru mendesak
untuk dikeluarkan sebagal payung hukum bank Islam. Pembuatan UU baru tersebut
menjadi kewenangan Bank Negara Malaysia; dan (iv) bank 1slam harus membentuk

dewan syariah sendiri yang berfungs untuk memastikan operasinya sesuai syariah.

Inisiatif pembentukan bank syariah pertamadi Malaysiajugatidak terlepas dari
kebijakan pemerintahan Mahathir Muhammad sebagai Perdana Menteri pada saat itu
yang berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan pemerintah
dalam rangka untuk memberikan pengaruh positif dalam pengembangan negara.
Sebagal tindak _lanjut dari’ Kebrjakan™ tersebut, Dewan Penasehat Islam (Islamic
Consultative Board) mengumumkan penekanan bahwa setiap usaha pembangunan
negara harus sesuai dengan nilai-nilai 1slam. Pendirian Bank Islam Malaysia Berhard

pada tahun 1983 adalah manifestasi atas kebijakan pemerintah tersebut.

BAscarya dan Diana Y umanita, Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta: Pusat Pendidikan
dan Studi Bank Kesentralan PPSK, 2005), h. 54.
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Sebagal respon atas keinginan masyarakat dan pemerintah, UU Perbankan
Syariah Tahun 1983 diterbitkan. UU ini menjadi pijakan dasar pendirian bank syariah
pertama di Malaysia. UU tersebut memberikan kewenangan Bank Negara Malaysia

sebagai Bank Sentral untuk mengawasi dan mengatur bank Islam di Malaysia. Di tahun

yang sama , pemerintah Malaysia j enerbitkan sertfikat investasi pemerintah,

yaitu surat utang pemerinta

Bank Islam S : akan bank syariah pertama

iah. Bank ini berdiri
esar RM 500 juta dan i sar RM 79,9

uang untuk

onvensiond

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank syariah dari teori ke praktik (Jakarta : Gema Insani Press,
2001), h.24.

Wikipedia, Bank Isam Malaysia, Official Website Wikipedia. https://en.mwikipedia.org
/wiki/Bank_ldam-Malaysia (23 Juli 2018).
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Dibawah kebijakan ini, Malaysia menjadi negara pertama yang menerapkan
dual banking system di manabank syariah dan bank konvensional hidup berdampingan
dalam suatu system keuangan nasional. Namun pada prakteknya, skema ini
mengharuskan lembaga keuangan untuk memisahkan dana dan aktivitas yang
berhubungan dengan transaksi perbankan syariah dipisahkan dengan bisnis perbankan
konvensional, tidak boleh terjadi percampuran danadari keduajenistransaksi tersebut.
Bank komersil yang: berpartisipasi dalam maodel skema “Islamic window” ini
diantaranya HSBC 'Bank Malaysia Berhard, OCBC Bank Malaysia Berhard dan
Standard Chartered Bank Malaysia Berhard. "

Selanjutnya, pada tahun 1999, BNM memperkenakan ‘konsep subsidiary
perbankan syariah (Islamic banking subsidiary) yang membolehkan lembaga yang
menerapkan skema “Islamic Window” untuk mengkonversi dan membentuk bank
umum syariah (full-fledged |slamic bank). Pada era ini, sistem perbankan syariah di
Malaysiamula tumbuh subur dan menjadi |ebih kompetitif yang kemudian mendorong
bank asing masuk ke Malaysia. Pada tahun 2004, pemerintah Malaysia menerapkan
kebijakan liberalisasi keuangan dimana |lembaga keuangan asing diberikan izin untuk

mendirikan bank asing syariah di Malaysia.

Keberadaan bank” asing syariah™tersebut _diattr melalui_lslamic Banking Act
1983. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menciptakan kondisi persaingan dan untuk
meningkatkan kinerja industry perbankan syariah secara keseluruhan. Adapun hasi

dari kebijakan liberalisasi system ini adalah masuknya lembaga keuangan dari Timur

8Ali Rama, Jurnal Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara
(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), h.114.
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Tengah dalam pasar perbankan Malaysia, yaitu Al Rajhi Banking & Investment

Corporation, Asian Finance Bank dan Kuwait finance House.

13l
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SISTEM KELEMBAGAAN PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA DAN MALAYSIA

3.1 Keembagaan Perbankan Syariah di Indonesia

Kelembagaan perbankan syariah berbeda dengan kelembagaan perbankan
konvensional. Dalam perbankan syariah bank terbagi menjadi 3 bentuk yaitu bank
syariah, unit usaha syariah dan bank pengkreditan rakyat syariah. Diluar bank terdapat
beberapa lembaga pengawas seperti Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas
Syariah, Badan Arbitrase Syariah Nasional, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa

Keuangan
3.1.1 Bank Syariah

Sesual dengan peraturan perundang-undangan, kel embagaan perbankan syariah
di Indonesia dibagi menjadi 3 bentuk, pertama adalah Bank Umum Syariah
yakni Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Kedua, Unit Usaha Syariah (UUS), sebagai unit kerja dari kantor pusat
Bank Umum Konvensiona yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit
yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Ketiga, perbankan
syariah yang berupa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran.”” Bank umum syariah memiliki bentuk kelembagaan seperti

bank umum konvensional, sedangkan BPRS dapat berbentuk Perseroan Terbatas.

"Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, (Jakarta: Kharisma Putra Utama,
2009), h.26.
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Perusahan Daerah, atau Koperasi. Sementaraitu, UUS bukan merupakan badan hukum

tersendiri, tetapi merupakan unit atau bagian dari suatu bank umum konvensional.”®

Bank sebagai sebuah lembaga keuangan merupakan badan hukum sehingga
padanya oleh hukum dianggap sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan
kewgjiban. Kemudian jika ditinjau dari aspek hukum perusahaan, konstruksi hukum

dari sebuah bank baik konvensional maupun syariah dapat berupa: ”°
1 Perseroan Terbatas (PT)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas mendefinisikan
Perseroan Terbatas sebagai “ Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan
pelaksanannya”. Contoh bank syariah yang berbadan hukum PT adalah PT. Bank
Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Syariah BRI, dan PT. Bank
Syariah Bukopin.

2. Koperasi

Bank yang berbentuk badan hukum koperasi dimiliki oleh anggota koperasi
yang kegiatan usahanya ditujukan untuk mensgjahterakan anggotanya dan masyarakat
pada umumnya. Oleh karena itu, bank yang berbadan hukum koperasi selain tunduk
pada Undang-Undang Perbankan juga tunduk pada undang-undang perkoperasian,
yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

8Ascarya dan Diana Y umanita, Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta: Pusat Pendidikan
dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia,2005), h. 68.

"®K hotibul Imam, Perbankan Syariah (dasar-dasar dan dinamika perkembangan di Indonesia),
(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.36.



45

3. Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah
otonom untuk mengembangkan perekonomian daerah otonom dan untuk menambah
penghasilan daerah. Bank yang berbadan hukum perusahaan daerah selain tunduk pada
Undang-Undang Perbankan juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962

tentang Perusahaan Daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan
Syariah, maka berdasarkan Pasal 7 bentuk badan hukum Bank Syariah adalah
perseroan terbatas. Bentuk badan hukum yang dimaksud berlaku bagi Bank Umum
Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sebagaimana yang dipertegas
dengan PBI No. 11/3/PBI/2009 yang telah diubah dengan PBI No. 15/13/PBI1/2013
tentang Bank Umum Syariah dan PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah.®°

1 Bank Umum Syariah(BYS)

Bank umum syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan
kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan mel aksanakan kegiatan usaha sesuai
dengan prinsip syariah dan imel aksanakan 'kegiatan lalu lintas pembayaran. Prinsip
syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegaiatan perbankan berdasarakan fatwa
yang dikeluarkan oleh Tembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa
dibidang syariah. Seperti halnya bank konvensional, bank umum syariah dapat juga
berusaha sebagal bank devisa dan nondevisa. Bank umum syariah juga disebut dengan

80Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika
2012), h.103.
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full branch, karena tidak di bawah koordinas bank konvensional, sehingga

aktivitasnya terpisah dengan konvensional .8t

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Umum Syariah®

RUPS (Rapat Anggota

[
| ommrra

Dewan Audit

Divisi/Urusan I

Dewan Direksi

(BUS) di

Indones

Tabd 3 ariah

BUKU

Kelompok Bank 2015 2016 2017 2018/Mei Group of bank

8l1smail , Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), h. 40.

82Ascarya dan Diana Y umanita, Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta: Pusat Pendidikan
dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia,2005), h. 69.

830tortitas Jasa K euangan, Statistik Perbankan Indonesia Mei 2018 (Jakarta: OJK, 2018), h.75.
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Buku

Jumla

Jumla

Buku 1 Syariah Buku 1 Sharia
Jumlah Bank 5 3 3 3 Total Banks
Jumlah Kantor 272 100 101 99 Total Banks Offices
Buku 2 Syariah Buku 2 Sharia
Jumlah Bank 6 9 Total Banks
Jumlah Kantor Total Banks Offices

Bank Central Asia Syariah

Sharia

BJBS

Bank Jabar Banten Syariah

84Gustani,

Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia
http://akuntansi keuangan.com/daftar-lengkap-bank-syariah/ (2 Agustus 2018)

diakses di

situs
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3 BNIS Bank Negara Indonesia Syariah
4 BRIS Bank Rakyat Indonesia Syariah
5 BSM Bank Syariah Mandiri

yang berfungsi sebagai kantor induk darl kantor cabang syariah atau unit syariah yang
mel aksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor
cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensiona yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang
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pembantu syariah atau unit syariah.®> Contoh dari unit usaha syariah antara lain BNI
Syariah, Bank Permata Syariah, Bll Syariah dan Bank Danamon Syariah.8

Daam struktur organisasi unit usaha syariah berada satu tingkat dibawah
direksi bank umum konvensional yang.bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai

bank devisa dan bank nondevisa.

Gambar 3.2 Struktur Org Usaha €

e |

\ \ Dewan Pengawas Syariah
Dewan Audit

Kantor Caba Kantor Caba
onvensi onal onvensi onal P

Mengatur dan mengawasi selurt

m B

Kantor Cabang Kantor Cabang
&/arlah Syariah

egiatan kantor cabang syariah,

1

8|katan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama), h. 392.

8)smail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h.26

87 Ascarya dan Diana Y umanita, Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta: Pusat Pendidikan
dan Sudi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia,2005), h. 70
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2. Melaksanakan fungsi treasury dalam rangka pengel olaan dan penempatan dana
yang bersumber dari kantor cabang syariah,
3. Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah,

4, Melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah.

Adapun dibawah ini bebere aha Syariah yang menawarkan produk
berbasis syariah yaitu:

Tabel. 3.3 Daftar Uni

P AR e Sndried=
Y

PT BPD DKI

8Gustani, Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia diakses di situs
http://akuntansi keuangan.com/daftar-lengkap-bank-syariah/ (2 Agustus 2018).
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PT BPD Daerah Istimewa Y ogyakarta

10

PT BPD Jawa Tengah

11

PT BPD Jawa Timur, Tbk

PT BPD Riau dan Kepule

D Sumatera Selatan dan E

PAREPARE-
Y

22

PT BPD Nusa Tenggara Barat

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

51

Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah bank uang melaksanakn kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa
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dalam lalu lintas pembayaran.®® BPRS merupakanbadan usaha yang setara dengan bank
perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas (PT),

Perusahaan Daerah dan Koperasi.

Seperti lembaga keuangan lainnya, BPRS juga melakukan kegiatan yang

berkaitan dengan menghimpun dan alurkan kredit. Hal ini tercantum pada

Undang-Undang perbanke mun, tidak seperti bank umum

syariah ataupun unit 2 1 yang dilarang dilakukan

o 90

1.  Menerima sSimpana da dan iku ldu lintas

2.

3.

4. utkan usaha
an bulan Méal

2018 ad

312

Indonesia yang mengamanatkan Bank' Indonesia sebagai otoritas yang melakukan

8kit, Akutansi Penghimpunan Dana Bank Syariah (Y ogyakarta: CV Budi Utama, 2015), h.
44,

9Bank syariah, Apa Itu Perbankan Syariah diakses disitus https://www.syariahbank.com pada
tanggal (30 Juli 2018).

%0toritas Jasa Keuangan, Data Statistik OJK Mei 2018, http://www.ojk.go.id (4 Agustus
2018).
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Pengaturan dan Pengawasan Bank. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bank
Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan
dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan

sanksi terhadap bank. % Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-

Di dalam kebij syariah, Bank Indonesia

1 mar ket
2. an 'y bagi bank -infant
arg
3. g peraturan dan infrastr atahap
dan berkesinambungan;

4, at kebijakan, Bank Indones prinsip-
universal.
Jalam empat

fokusa tigatahapan

periode pada prinsip

syariah, daya saing

serta kestabilan sistem perbankan.

9Pasal 24 Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

%Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, dakses disitus
remi Bl https.//www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Documents/cetakbirups.pdf (26 Juli 2018) h.
20.
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Gambar 3.3 Tahap Implementasi dan Inisiatif-Inisiatif

F
Tahap | (2002 — 2004) :,2 Tahap Il (2004 \\,} Tahap 111 (2008- )

at aturan dalam Peraturan

Di Indonesia,
Bank Indonesia No. 11/33/P ol aksanaan pagizBank Umum
mekanisme
ruktur, dan
dimiliki oleh Dewan K % Seainitu,

diatur j g jawab Dewan Peng

k Indonesiayanglaint N perbankan

3.1.3 Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

%Mal An Abdullah, Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia (Y ogyakarta: Ar-
Ruzz Media, 2010), 75.
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Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan syariah yang dibentuk pada
tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada
bulan Juli pada tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom yang
menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (9) PBI adalah dewan yang dibentuk oleh Maelis
Ulama Indonesia (M UI).*® K egiatan sehari-hari DSN dijalankna oleh Badan Pelaksana

Harian dengan seorang ketuadan sekretaris serta beberapa anggotanya.®

Fungs utamadari Dewan syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk
lembagakeuanganssyariah.agarssesuai denganssyariah:lslamaDewaninigbukan hanya
mengawasi bank syariah, tetapi jugalembaga-lembagalain seperti asuransi, reksadana,
modal ventura dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, DSN membuat
garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis
panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-

lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasioanl adalah meneliti dan memberi fatwa
bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-
produk baru tersebut harus digjukan oleh manaemen setelah direkomendasikan oleh
Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan. Sampal saat ini sudah
terdapat 120 Fatwa yang berkaitan dengan produk, jasa dan kegiatan usaha lembaga
keuangan syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.%’

%Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & Mahkamah
Syar’iyah (Jakarta: Kencana, 2009), h.60.

%Muhammad syafi’l Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001), h.32.

“Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa diakses disitus
https://dsnmui.or.id/produk/fatwa (30 Juli 2018).
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Dewan Syariah Nasional juga mempunyai kewenangan untuk memberikan atau
mencabut rekomendasi para ulama yang akan/yang sedang ditugaskan sebagai Dewan
Pengawas syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan syariah. DSN setelah menerima
laporan dari DPS, dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah yang

produk, jasa atau kegiatan usahan g. menyimpan dari guidelines yang telah
ditetapkan, dan mengusulkar

diindahkan.®®

berwenang apabila teguran tidak

saat ini diketuai

H. Anwar

Kep-

aitu BPH-DSN, yang sanatugas

dan fun memiliki 30 anggota y. 6 kelompok
kerja (b Perbankan Syariah, bid iah, bidang
Industry Bisnis dan Ekonol g Edukasi,

ga keuangan

DSN pada

%Ascarya dan Diana Y umanita, Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta: Pusat Pendidikan
dan Sudi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia,2005), h. 71.

% Dewan  Syariah Nasiona-Magjelis Ulama Indonesia, Pengurus diakses disitus
https://dsnmui.or.id/produk/fatwa (30 Juli 2018).
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Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan usaha yang bertugas mengawasi
pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan
diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat
rekomendasi dari DSN.1® Secara umum pengawasan Bank Syariah dilakukan oleh

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank. Namun secara khusus

ariah merupakan keuni iri dimiliki oleh

rganisasi ini terdiri_dari dekie ariah yang

memastikan

100\ uhammad Firdaus dkk, Sstem dan Mekanisme Pengawasan Syariah (Jakarta: Renaisan,
2007), h.16.

Rachmadi Usman, Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka utama, 2003), h. 68.

12Mudimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia (Y ogyakarta: Ull Press,2005), h. 193.
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operasional bank dan produk-produknya supaya tidak menyimpang dari aturan

syariah.1%®

Dari hasil pengawasan tersebut DPS akan membuat pernyataan secara berkala

tentang kesesuaian operasi bank dengan. prinsip syariah, yang biasanya dimuat dalam

laporan tahunan bank yang b an itu, DPS juga meneliti dan

merekomendasi produk dari segi kesesuaian dengan

prinsip syariah, terut guidelines dan a yang telah dikeluarkan

pimpinan

an Syariah
produk dan

fatwa dari

108Ali Syukron, Pengaturan dan Pengawasan Bank STAI Darul Ulum Banyuwangi  Jurnal
Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 h.33.

4wirdyaningsih Dkk, Bank dan Asuransi Idam di Indonesia (Jakarta: Kencana Pranada
Media, 2005), h. 85.
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5. DPS merumuskan permasal ahan-permasal ahan yang memerlukan pembahasan

DSN

Di Indonesia ruang lingkup anggota DPS digukan oleh mangemen bank
syariah ke bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan bank Indonesia, kemudian
akan ditetapkan oleh dewan syariah nasionalsetelah mendapat persetujuan dari Bl.
Jumlah anggota DPS berdasarkan peraturan Bank Indonesia N0.6/24/PB1/2004 adalah
minimal 2 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang sedangkan menurut standar AAOFI
daam GSlEleNe:ldewangsyariah setidaknyagharussterdirig@tasgtiga anggota
cendekiawan syariah'® yang diangkat berdasarkan rapat umum pemegang saham
(RUPS) dan dal am keadaan tidak merangkap jabatan sebagail konsultan di sel uruh Bank
Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.%®

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi bank yang
beroperasi dengan prinsip bagi hasil bersifat independen dan terpisah dari struktur
kepengurusan bank. Dewan_pengawas Syariah tidak memiliki kewenangan dalam
operasional suatu bank, mereka hanyabertugas untuk menentukan boleh tidaknya suatu
produk [yang dikeluarkan oleh’ mangjemen bank dilaksanakn. ‘Tentu sgja, boleh

tidaknya suatu produk/jasa tersebut ditinjau dari sudut hukum Islam. 07

Setiap produk baru yang dikel uarkan manajemen bank 1slam, Dewan Pengawas

Syariah  mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian mereka, dan

105Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2009), 590.

1%6Pasal 51 Peraturan Bank IndonesiaNo. 11/33/PB1/2009 tentang Pel aksanaan GCG bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

7Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah NO. 72 tahun 1992 tentang Bank
Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
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selanjutnya akan diteliti kembali olen Dewan Syariah Nasional. Dalam melakukan
pengawasan tersebut Dewan Pengawas Syariah harus membuat |aporan secara berkala,
biasanya dilakukan tiap tahun, menyatakan bank yang diawasinyatelah berjalan sesuai

dengan ketentuan syariah.'®

Dengan demikian, dapal n bahwa DSN adalah lembaga yang

berwenang untuk meneta va-fatwa hukum Islam tentang

kegiatan ekonomi da 1 lembaga yang bertugas

ar

iah Nasional (Basyarn

ariah Nasional (B adal baga yang

abank dan nasabahnya adan hukum

gan
BASYAR
hal biaya

cbelum ke

109

18Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani
Press,2001), cet ke-3, h.234

1A Nndi Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009),
h.43
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permasalahan hukum yang mungkin timbul akibat penerapan hukum mu’amalah oleh

Lembaga K euangan Syariah yang pada waktu itu telah beridiri.1°
Adapun dasar hukum pembentukan lembaga BASY ARNAS adal ah:

1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyel esaian Sengketa.

2. SK Madis Ulama Indonesia Nomor Kep.09/MUI/XI1/2003 tanggal 24

Desember 2003.

Fatwa DSN-MUI.

ariah Indonesiadan M
layanan perbankan Isl

perbankan syariah, y.

Wiman Jauhari, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam
(Yogyakarta: Pendidikan Depublish,2012) h.123.

WNurhastuty Wardhani , The Role Of Shariah Board In ISamic Banks: A Case Study Of
Malaysia, Indonesia dan Brunei  Situs https.//www.researchgate.net/publication/276418060 h.4

?Bank  Negara  Malaysia, Financial Stability,  Situs  Resmi BNM
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=li& cat=islamic& type=IB&lang=bm (2 Agustus)
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1 Affin Ilamic Bank Berhad
Al Rgjhi Banking & Investment Corporation (Malaysia)
2
Berhad
3 ic Bank Berhad
4
5 ank Islam Malaysia

Mayba amic Berhad

\-.L!d@ﬂvl;':-

15

RHB Islamic Bank Berhad

16

Standard Chartered Saadiq Berhad

Ket: F=Bank Asing L = Bank Lokal
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Malaysia merupakan negara pertama yang memperkenakan sistem perbankan
Islam di Asia Tenggara, yakni ketika beroperasinya Bank Islam Malaysia Berhad pada
1983 setel ah disahkannya Undang-Undang Perbankan Islam Nomor 276 tahun 1983.1%3
Setelah 10 tahun, padatangga 4 Maret 1993, Bank Negara Malaysia memperkenalkan
skema dikenal sebagai “Skema Perbankan Bebas Bunga” dimana bank konvensional
mungkin menawarkan produk perbankan Islam melalui unit usaha syariah.'** Dengan
kebijakan itu, banyak bank konvensional yang membuka unit usaha syariah sehingga
beberapa cendekiawan muslim dipilih untuk menjadi- anggota komite syariah (dewan

pengawas syariah).

DI Malaysia, otoritas keuangan pusat adalah Bank Sentral, Bank Negara
Malaysia, dan Komisi Sekuritas. Dua struktur pemerintahan Syariah telah didirikan,
yang terdirl dari Dewan Penasihat Syariah (SAC) di Bank Sentral Malaysia untuk
otoritas keuangan dan Komite Syariah di masing-masing IB. Syariah standar yang
diikuti adalah SAC dari Bank Negara Maaysia dan Surat Berharga Komisi. Standar-
standar 'ini dipengaruhi secara eksternal oleh kedua standar Syariah dari AAOIFI,
Akademi Figih Islam (figh il islamy Mujahid) dari OKI di Jeddah, standar IFSB dan
secara internal oleh pendapat anggota SB Malaysia dengan pendapat tertentu khusus
untuk Malaysia. Ulasan dan:.audit | Kepatuhan | Syariah dilakukan oleh IB untuk

mendukung Komite Syariah.**®

U3zulkifli Hasan, ““Perlaksanaan Sistem Perbankan Islam di Malaysia: Perspektif Hukum”
Universiti Sains Islam Malaysia, http://zulkiflihasan.wordpress.com/ (1 Agustus 2018).

H47ulkifli Hasan, “Perlaksanaan Sstem Perbankan Islam di Malaysia: Perspektif Hukum”
Universiti Sains Islam Malaysia, http://zulkiflihasan.wordpress.com/ (1 Agustus 2018).

15Hichem Hamzah, Sharia governancein Islamic banks: effectiveness and supervision Model
“Articlein International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management King Abdul



3.2.1 Bank NegaraMalaysia

Bank sentral, Bank Negara Malaysia (BNM) mendorong pertumbuhan sistem
keuangan Islam Malaysia dengan merintis sistem antar bank 1slam. Malaysia memiliki

sistem perbankan Islam yang lengkap, berjalan bersama-sama dengan sistem

perbankan gaya Barat. Di antara jJara Muslim yang menawarkan sistem

rbankan Issam R & D. BNM

euangan Islam domesti

cepat pertumbuhan sek
baru. Pada tahun 199 i ngungkapan

Vidlaysia dan

Indonesia sama yaitu memiliki pengetahuan keahlian, atau pengalaman yang

Aziz University- August 20137, https://www.researchgate.net/.../263254638 Sharia
_governance in_Idlamic (1 Agustus 2018)

18gydin Haron dan Norafifah Ahmad, The Islamic Banking System in Malaysia, Universitas
Harvard 2000, http:// http://ifpprogram.com/login/view_pdf/ (30 Juli 2018)
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diperlukan dalam bidang Hukum Islam (Ushul al-Figh), maupun hukum dagang (Figh
a-muamalat).’*” Selain itu, harus memiliki reputas yang baik, berkarakter, dan
memiliki integritas yang baik. Namun Dewan Pengawas Syariah di Malaysiamemiliki

aturan yang sangat ketat dibanding Dewan Pengawas Syariah di Indonesia seperti

pendiskualifikass mereka yang tide aksanakan tugasnya dengan baik, tidak

menghadiri 75 persen pertem an dalam satu tahun tanpaalasan

"SC").

aratan hukum bagi sem takaful yang

dan produk takaful 3 (5) (b) dari

(IBA 1983) untuk b, 24 (7) dari

a Keuangan Act 1989 (BAFI 89) Bank Skema

(TA 1984) pperator dan

Waznan Bin Hasan, “Optimal Shariah Governance In Islamic Finance”,
http://www.bnm.gov.my/microsites/giff2007/pdf/frf/04_01.pdf (2 Agustus 2018)

18Ai Syukron, Pengaturan dan Pengawasan Bank Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2,
No. 1 2012 (30 Juli 2018)

W97ulkifli Hasan, Sharia Governance In The Islamic Financial Institutions In Malaysia,
Faculty of Shariah and Law Islamic Science University of Malaysia (30 Juli 2018)
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baru produk / skema yang digjukan oleh lembaga perbankan atau perusahaan takaful

masing-masing.

Secara umum, kita dapat menjumlahkan tugas dan tanggung jawab utama dari

SC sebagai berikut: 12°

1 Konsep dan Struktur Pr
2. Dokumentasi
3. Operasi bisni
4

berdasarkan

5.
6. anual Kepatuhan Syari
7. C dari CBM tentang ref
8. C dari CBM tentang ref

16B (1) dari 03 m < membentuk
Dewan ukum Islam
untuk t isni |, bisnis keua slam, Bisnis
keuangz bangunan Pahaﬁ Epiyﬁ Emkan D ariah prinsip
dan dia i : Sentral 4B ut dipahami
bahwa enyarankan

207ulkifli Hasan, Sharia Governance In The Islamic Financial Institutions In Malaysia,
Faculty of Shariah and Law Islamic Science University of Malaysia (30 Juli 2018)

120N urhastuty Wardhani , The Role Of Shariah Board In Islamic: A Case Sudy Of Malaysia,
Indonesia dan Brunei. Diakses Situs https.//www.researchgate.net/publication/ 276418060 (28 Juli
2018)
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Lembaga keuangan syariah pada hal-hal syariah dan untuk memastikan bahwa operasi
mereka tidak melibatkan unsur apa pun, yang tidak disetujui oleh agama lslam.

Rapat Komite Syariah akan diadakan setidaknya sekali dalam setiap dua bulan.
Secara umum, dewan syariah di bank syariah telah memenuhi persyaratan Kerangka
Tata Kelola Syariah kecuali. Selain itu, dewan syariah memainkan peran yang lebih
besar dari sekedar kewajiban melakukan program pelatihan pada shariah terkait | atters,

menasihati bank padaperhitungan dan distribusi zakat dan sebagainya.'?*

3.2.3 Dewan Penasehat Syariah (SAC)

Dewan Penasehat Syariah Bank Negara Malaysia (SAC) didirikan pada 1 Mei
1997 sebagai otoritas syariah tertinggi di keuangan Islam Malaysia'?? SAC telah
diberikaan otoritas untuk pemastian hukum untuk bertujuan bisnis perbankan Islam,
bisnis takaful, bisnis keuangan Islam, bisnis keuangan pembangunan Islam, atau bisnis
lainnya, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan diatur oleh Bank Negara
Malaysia.

Sebaga badan referensi dan penasihat Bank Negara Maaysia dalam masalah
Syariah, SAC juga bertanggung jawab untuk memvalidasi semua produk perbankan
syariah dan takaful [untuk | memeastikan . kempatibilitasnya dengan prinsip
Syariah. Selain itu, ia menasihati Bank Negara Malaysia mengenai masalah Syariah
apa pun yang terkait dengan bisnis keuangan Islami atau transaks Bank Negara

Malaysia serta entitas terkait lainnya.

12INurhastuty Wardhani , The Role Of Shariah Board In Idamic Banks: A Case Sudy Of
Malaysia, Indonesia dan Brunei. Diakses Situs https://www.researchgate.net/publication/ 276418060
h.21.

127ylkifli Hasan, “Shariah Governance In The Islamic Financial Institutions In Malaysia”,
Faculty of Shariah and Law Islamic Science University of Malaysia, http://zulkiflihasan.wordpress.com/
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Dalam Undang-Undang Bank Sentral Malaysia yang baru-baru ini 2009, peran
dan fungsi SAC diperkuat lebih lanjut di mana SAC diberikan status badan otoritas
tunggal pada masalah Syariah yang berkaitan dengan perbankan Islam, takaful dan
keuangan Islam. Sementara putusan SAC akan berlaku atas setiap keputusan yang

bertentangan yang diberikan ol au komite Syariah yang dibentuk di
Malaysia, pengadilan dan uk mengacu pada putusan SAC
untuk setiap prosesy.

dengan bisni slam, dan putusan tersebut

harus mengikat.

aktisi pasar,
anggota aman luas di
bidang , eékonomi, hukum dan hususnya di
bidang i an Islam. Adapun ketu at Syariah
(SAC) ¢ i alah Datuk Dr. Mohd D diagendakan
sekali d
3.3 Malaysia
331 Malaysia

ysia masih
memili sentral dari
keduanega asih menjadi

otoritas tertinggi dalam bidang pengawasan, pembinaan dan pemberi kebijakan dalam

1ZBank Negara Malaysia, Dewan Penasehat Syariah (SAC) Diakses disitus
http://www.bnm.gov.my (5 Agustus 2018)
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institusi atau lembaga keuangan di kedua negara tersebut, khususnya perbankan

syariah.

Kemudian dari sisi pengawas syariah, secara umum Malaysia juga memiliki
Dewan Penasehat Syariah yang perannya hampir sama dengan DSN yang ada di
Indonesia yang secara langsung_berada di Bank Negara Malaysia, sebagai badan
referens dan penasihat Bank Negara Malaysia dalam masalah Syariah, SAC juga
bertanggung jawab untuk memvalidasi semua produk perbankan syariah dan takaful
untuk memastikankompatibilitasnya dengan.prinsip:SyariahsSelainitusia menasi hati
Bank Negara Malaysia mengenai masalah Syariah apa pun yang terkait dengan bisnis

keuangan Islami atau transaks Bank Negara Mal aysia serta entitas terkait 1ainnya.

Kemudian dibawah Dewan Penasehat Syariah di Malaysia ada Komite Syariah
untuk menasehati keuangan |slami lembaga dalam operasinya, untuk menganalisis dan
mengevaluasi aspek-aspek Syariah baru produk / skema yang diajukan oleh lembaga

perbankan atau perusahaan takaful masing-masing.

Sementara di Indonesia, melihat semakin berkembangnya'lembaga keuangan
syariah dan adanya Dewan pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga.'>* DSN di
Indonesia beranggotakangpara ukamag=praktisi;, dan. pakar dalam bidang yang terkait
dengan muamalah syariah. DPS pada sctiap lembaga keuangan syariah mempunyai
tugas memberikan nasihat dan saran kepada LKS, melakukan pengawasan , dan
mediator antara LKS dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran

pengembangan produk dan jasa.'?®

12Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI, (DSN-MUI:
Jakarta, 2006), h. 425.

1Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI, (DSN-MUI:
Jakarta, 2006), h. 434.
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3.3.2 Perbedaan Sistem Kelembagaan Perbankan Syariah Indonesia dan Maaysia

Perbedaan yang paling mencolok dari sisi kelembagaan perbankan syariah
Indonesia dan Malaysia menurut pengamatan penulis itu terletak di bidang bank

syariah yang beroperasi dan yang menawarkan produk perbankan Islam di kedua

negara tersebut. Dimana di Malaysi mbuka pintu kepada bank syariah penuh

(full pledged) luar negeri estasi atau menawarkan produk

di Indonesia

yang berasal

nya bank syariah asin
yakni MAYBANK (M

13l

PAREPARE
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BAB IV

PERKEMBANGAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH
INDONESIA DAN MALAYSIA

4.1 Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Indonesia

4.1.1 Periode Awa (Periode 19 Tahun 1992)

sampai dengan adanya

hi kebutuhan masyar . S ukum telah
)-Undang Nomor 7 Tah - mplisit telah

usaha perbankan yang i asional bagi

pertimbangan dari masing-masing bank.

126 Aldul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008), (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h.1-2.

71
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Ditetapkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang dalam
beberapa pasalnya mengatur tentang perbankan Islam, memberi isyarat untuk awal
perkembangan perbankan Islam di Indonesia. Undang-undang ini disahkan tepatnya
pada tanggal 25 Maret 1992 oleh Presiden Republik Indonesia, Soeharto. Undang-
undang ini terdiri dari 10 bab dengan 61 pasal. Bab I: Ketentuan Umum (1 pasal); Bab
Il: Asas, Fungsi dan Tujuan(3 pasal); Bab I11: Jenis.dan Usaha Bank (11 pasal); Bab
IV: Perizinan,Bentuk Hukum dan Kepemilikan (13 pasal); Bab V: Pembinaan dan
Pengawasan (9 pasal); Bab VI: Dewan Komisaris, Direksi dan Tenaga Asing (2 pasal);
Bab VII: RahasiaBank (6 pasal); Bab VI1I: Ketentuan Pidanadan Sanksi Administrasi
(8 pasal); Bab IX:Ketentuan Peralihan (6 pasal); dan Bab X: Ketentuan Penutup (2
pasa|)'127

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (LN
1992 N0.31), peraturan pelaksanaan mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
atau Bank Berdasarkan Prinsip Syariah atau Perbankan Syariah diatur atau ditetapkan
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah: Ketentuan dalam pasal 6 huruf (m)'? dan
Pasal 13 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menegaskan, bahwa Bank
Umum [dan Bank Perkreditan Rakyat dapat menjalankan kegiatan usaha dengan
menyediakan pembiayaan bagi.nasabah. berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini menjadi

landasan hukum bagi pendirian bank“Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pengaturan

127Mudimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia (Y ogyakarta: Ul Press,2005), h. 187.

1%Pasal ini mengatur usaha-usaha yang dilakukan bank umum, salah satunya adalah
menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Lihat, pasal 6 huruf (m) Undang-Undang NO. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan.
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mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil di maksud lebih lanjut dituangkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank Berdasarkan Prinsip
Bagi Hasil.*?®

Menurut Pasal 1 butir 1 PP No. 72, yang dimaksud dengan bank berdasarkan

prinsip bagi hasil adalah Bank Um ank Perkreditan rakyat yeng melakukan

kegiatan usaha semata- asil. Adapun yang dimaksud
dengan prinsip bagi

b&‘glh ann-boerdacark an-avariat 130

gaimana yang dima 3l 1 ayat (1) adalah prinsip

....... vitas bisnis engatur secal bahwa bank
prinsip bagi
kan prinsip

juga tidak

rkan dengan
> tanggal 29
er 1992 oleh

12Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika
2012), h.81.

10Abdul Rashid, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, diakses http//business-
law.binus.ac.id/2005/06/02/hukum-perbankan-syariah-di-indonesia/(28 Juli 2018)

BIMudimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia (Y ogyakarta: Ull Press,2005), h. 188.
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Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72
Tahun 1992, Pemerintah sebenarnya sudah mulai memperkenakan system perbankan
ganda atau dual banking system pada system perbankan walaupun belum
menerapkannya. Sampai tahun 1998 baru ada satu bank syariah di Indonesia, yaitu BM|I

pulan bahwa pada m : tahun 1998
ki komitmen dan ar jelas untuk

syariah di Indonesia. rintah mulai

emerintahan
baru dalam
Pemerintahan
Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun kepada pemerintahan trnasisi kepada B.J
Habibie.

1%2Ascarya dan Diana Y umanita, Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta: Pusat Pendidikan
dan Studi Bank Kesentralan PPSK, 2005), h. 46.
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Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 merupakan salah satu kebijakan ekonomi
yang dikeluarkan pemerintah sebagai usaha memperbaiki krisis ekonomi Indonesia.
Undang-undang yang disahkan pada tanggal 10 November 1998 dan dicatat dalam

lembaran negara No. 182 pada tahun yang sama, dibandingkan dengan undang-undang

perbankan sebelumnya, memberi pel

lebih meluas. Hal itu dilih

)agi perkembangan perbankan Islam yang
ng mengatur perbankan Islam ,
mengakui secara tegas

dilakukan oleh bank'Isle

pembiayaan berc prinsip syariah yang dapat

naik Bank Umum maup

Undang 3 . ang-Undang

Nomor Perbankan (LN.1998 N : ang termuat

dalam Nomor 72 tahun

Pemeri 1999 tentang Pencabut ah Nomor 70

Tahun tan k Umum sebagaimana telah bah terakhir

an Pemerint
tang Bank r

ntang Bank Berd p Bagi Hasil. Ha

Undeng!Nofmer 6 Tahir 1608!yarg-menyatak

dengan oh Nomor 71

tahun

Peraturan pe

d aturan Pe Nomor 72

Tahun

amanat

133gytan Remi Sjahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia, (Indonesia: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 122.

1¥Abd. Shomad, Hukum Islam (penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia), (Jakarta:
Kencana, 2010), h.113.
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pelaksanaan mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan oleh Bank

Indonesia.1®®

Sebagai undang-undang yang memperbaharui undang-undang sebelumnya
yaitu Undang-Undang NO. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10

tahun 1998 tidak merubah se ari UU sebelumnya. Perubahan yang
dilakukan hanya pada bebe -Undang No. 10 Tahun 1998
~~~~~~ erdiri de ayatsAyate(1l) mengatur
Jipaten Paku
nada tanggal

g Nomor 10 Tahun 1 berdasarkan

prinsip an syariah dinyatakan S giatan usaha

perbank itan Rakyat.
Menind i ) pada tahun
bank umum

(BUK)yang

1BRachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika
2012), h.81.

BBMudimin H. Karra, Bank Syariah di Indonesia (Analisis kebijakan Pemerintah Indonesia
Terhadap Perbankan Syariah), (Y ogyakarta: Ull Press, 2005), h. 195.
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Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/pbi/2004 tentang Perluasan Unit Usaha syariah

(UUS), khususnya bagi bank umum.**’

UU No. 10 Tahun 1998 secara tegas menggunakan kata bank syariah dan
mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank umum dan BPR, dapat beroperasi dan
mel akukan pembiayaan berdasar pada prinsip-syariah yang terdapat pada Pasal 1 butir
12, Pasal 7 huruf ¢, Pasal_8 ayat (1-2), Pasal 11 ayat 1 dan 4a, pasal 13, Pasa 29 ayat
3 dan pasal 37 ayatl hurf c.

Komitmen pemerintah untuk mengembangkan perbankan syariah tidak
berhenti sampai di sini. Padatahun 1999, undang-undang mengenai bank sentral yang
lama, yaitu UU No. 13 tahun 1968, diubah dengan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank
Indonesia. Dalam undang-undang tentang Bank Indonesia yang baru ini dinyatakan
bahwa dalam rangka mencapai dan memeliharakestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia
mempunyal tiga pilar tugas pokok yang salah satu di antaranya adalah mengatur dan

mengawasl bank (pasal 8), termasuk bank umum dan BPR syariah.

Dari tugas pokok ini, terlihat semakin jelas bahwa Bank Indonesia diberi
amanah atau kewajiban oleh Pemerintah untuk mengembangkan bank syariah dengan
menyusun ketentuan dangmenyiapkansinfrastruktur, yang sesuai dengan karakteristik
bank syariah. Dalam melaksanakan tugas pokok lain, yang menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian

moneter berdasarkan prinsip-prinsip Syariah (pasal 10).1%

137Abd. Shomad, Hukum Islam (penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia), (Jakarta:
Kencana, 2010), h.115.

138Ascarya dan Diana Y umanita, Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta: Pusat Pendidikan
dan Studi Bank Kesentralan PPSK,, 2005), h. 48.
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Sebagai tindak lanjutnya, Bank Indonesia pada tahun 1999 membentuk tim
peneliti untuk perbankan syariah. Hasilnya, satu bank umum syariah lagi, yaitu Bank
Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan hasil akuisis dari konveri PT. Bank Susila
Bakti oleh PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Disamping itu Bank Mega juga telah
mel akuakan proses yang sama dengan membentuk PT. Bank Syariah Mega. Sedangkan
bank-bank lain , seperti PT..Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbhk, PT. Bank Negara
Indonesia (persero) Thk, Bank Permata masih beroperasi sebagai UUS ketikaitu. '

Selanjutnya, Bank Indonesia pada tahun 2000 mengeluarkan ketentuan-
ketentuan yang mengatur kliring, pembukaan rekening giro pada Bank Indonesia bagi
UUS, Giro Wajib Minimum (GWM) bagl BUS, Pasar Uang Antarbank berdasarkan
prinsip Syariah (PUAS), dan Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI).

Dengan semakin pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia, Bank
Indonesia kemudian mendirikan Biro Perbankan Syariah (BPS) padatahun 2001 untuk
menangani  segala ‘urusan yang berhubungan dengan perbankan syariah yang
diamanahkan oleh undang-undang. Perbankan syariah terus berkembang pesat,
sehingga urusan yang ditangani oleh BPS menjadi semakin banyak. Hal ini
menyebabkan BPS perlu memiliki SDM yang lebih banyak dan struktur organisasi
yang lebih besar. Oleh Karena'itu, pada“akhir tahun 2003 BPS diperbesar menjadi
direktorat, yaitu Direktorat Perbankan Syariah (DPbS). Pada akhir tahun 2003, MUI

mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba dan haram hukumnya. Dengan

139M. Shabri Abd. Majid, Jurnal Tentang Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komperatif
Antara Malaysia dan Indonesia, diakses di https.//www.researchgate.net/publication/30586444 (20 Juli
2018).
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keluarnya fatwa ini, masyarakat muslim yang peduli berbondong-bondong

memindahkan dananya dari bank konvensional ke bank syariah.'*

Perbaikan dan penyempurnaan terus dilakukan agar perkembangan perbankan

syariah selalu berada padarel nya yang benar sesuai blueprintnya. Untuk itu, padatahun

2004 Bank Indonesia melakukan
melakukan kajian dal

peraturan perbankan syariah dengan
erapa peraturan pendukung,

seperti standarisasi amin simpanan.

140A scarya dan Diana Y umanita, Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta: Pusat Pendidikan
dan Studi Bank Kesentralan PPSK, 2005), h. 49.
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sebagaimana termuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4867, yang mulai berlaku padatanggal diundangkan.#

Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah, baik

secara kelembagaan maupun kegiatan usaha. Beberapa lembaga hukum baru

diperkenalkan dalam UU No. 08, antara lain yakni menyangkut
wajib dan Komite Perbankan

Syariah (Undang-un bankan syariah).#?

ahl43

Presentase

1,428571426

4,285714286

2,857142857
1,428571429
1,428571429
12,85714286

MRachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika
2012), h.95.

Nofinawati, Jurnal tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia,
https.//media.neliti.conV.../93143-1 D-perkembangan-perbankan-syariah-di-indone.pdf (5 Agustus
2018).

143 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
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Penyaluran Dana, dan
Larangan Bagi Bank
Syariah dan UUS
Bagian Kesatu | Jenisdan Kegiatan Usaha | 18s.d 22 7,142857143
Bagian Kedua | Kelayakan Penyaluran 23 1,428571429
Dana

Bagian Ketiga
24 sd 26 4,285714286
1,428571429
5,714285714
1,428571429
1,428571429
1,428571429
4,285714286
4,285714286
Bagian Kesatu | Cakupan Rahasia Bank 41 1,428571429
Bagian Kedua Pengecualian Rahasia 42 s.d 49 11,42857143

Bank
Vil Pembinaan dan 50 s.d 54 7,142857143
Pengawasan

IX Penyel esaian Sengketa 55 1,428571429
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10 X Sanksi Administrasi 56 s.d 58 3 4,285714286
11 Xl Ketentuan Pidana 59 s.d 66 8 11,42857143
12 Xl Ketentuan Peralihan | 67sd68 | 2 | 2857142857
13 Xl 69sd70 | 2 | 2,857142857
70 100,00
Undang-Un iah ini j atur mengenai masalah
kepatu vada Majelis
Ulamal ariah (DPS)
yang h ersebut juga
diatur t 0 perbankan
syariah
diuraikan
melalui k Indonesia
(SEBI) am rangka
mneduk uh. Adapun
Peratur g Nomor 21
Tahun
1 PBI No. 10/16/PBI1/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 9/19/PBI/ 2007
tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dana dan Penyaluran Dana serta
Pelayanan Jasa Bank Syariah.
2. PBI Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan UUS.
3. PBI N0.10/18/PBI/2008 tentang Rekturisasi Pembiayaan Bank Syariah.
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PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah,
PBI No. 11/3/PBI1/2009 tentang Bank Umum Syariah.
PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah;

N o g &

PBI No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank

Konvensional Menjadi Ban

8. PBI No. 11/23/PBI/20

9. dan Kepatutan (Fit and
10. Governance
11. 011 tentang Batas M Dana Bank
ariah;
12. 11 tentang Tindak L hadap Bank
Syariah dalam Status Peng
13. . 13/13/PBI/ ualitas Aktive Bank Umum
dan Unit U
14. . 13/14/PBI an Kualitas Bagi Bank
1
v RAPIRREPARE
itkan  yang
berhubungan  dengan  perbankan™ syariah  diantaranya adalah  SEBI

N0.12/13/DPbS/2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan SEBI No. 8/19/DPbS/2006 tentang

MRachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika
2012), h.104
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Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan

Pengawas Syariah.14

Didalam sebuah konsep “Cetak Biru Perkembangan Perbankan Syariah di
Indonesia” memeuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta
sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan
utamauntuk mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian
pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan
syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi

mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya.

Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa
seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah
bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh ijin dari OJK. Pada tataran
operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertamafungsi pengawasan syariah dan kedua
fungsi advisory (penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah
suatu aktivitasnya sesuai sSyariah apa tidak, serta dalam proses melakukan
pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh

fatwa.l*’

45Ali Rama, The Journal of Tauhidinomics (Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan
Syariah di Asia Tenggara),FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h.112.

146Bank Indonesia,”Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia”, www.bi.go.id,
tanggal akses (30 Juli 2018).

147Otoritas Jasa K euangan, Perbankan Syariah dan Kelembagaannya diakses disitus resmi OJK
https.//www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-K elembagaan.aspx (29  Juli
2018)
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Dewan Syariah Nasional (DSN) Mgelis Ulama Indonesia (MUI) juga turut
berperan dalam aspek penguatan pengawasan prinsip syariah pada perbankan syariah
di Indonesia. DSN-MUI berperan dalam melakukan harmonisasi hukum syariah bagi
perbankan syariah melaui sekumpulan fatwa dalam bidang keuangan syariah.
Lembagafatwaini jugatelah mengeluarkan sekitar 80 fatwa yang berhubungan dengan
keuangan syariah.

4.2  Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Malaysia

Perbankan syariah di Malaysia berada dibawah naungan Bank Sentral, BNM
menganut dual banking system, dimana perbankan syariah beroperasi berdampingan
dengan perbankan konvensioanl. Sebagar bank sentral, BNM memegang otoritas penuh
untuk mengontrol dan mengatur operasional perbankan di Maaysia. Juga sebagai
badan badan otoritatif yang memiliki hak dan kekuatan hukum yang komprehensif
untuk mengatur dan mengawas sistem keuangan di Malaysia berlandaskan Bank

Sentral Malaysia Act 1958.

Perkembangan perbankan syariah di Malaysia begitu pesat karena didukung
oleh keadaan regulasi yang jelas mulai sgjak lahirnya bank syariah pertama yaitu
BIMB. Hal ini tidak lepas karena Malaysiazmengakui Islam adalah agama resmi
negaranya. Halvinirtertuang dalam undang-undang Pasal 3(1) deklarasi UUD: “Islam
adalah agama Federasi; tetapi agama-agama lain dapat diamalkan dalam damai dan

rukun.4®

148Aminuddin Bin Ramli, "Undang-undang syariah dan undang-undang sipil di Malaysia suatu
perbandingan” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta,2018).
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Adapun dibawah ini beberapa dasar hukum atau regulasi yang mengatur
tentang perbankan syariah di Malaysia yaitu:

4.2.1 Islamic Banking Act (1983)

Bank Islam Maaysia Berhard (BIMB) merupakan bank syariah pertama yang
didirikan padatahun 1983. Bank syariah pertamaini berdiri atas dasar Undang-Undang
Perbankan Syariah tahun 1983 atau yang | ebih dikenal dengan sebutan Islamic Banking
Act (IBA 1983). Dengan dikeluarkannya UU tersebut maka bank sentral Malaysia,
yaitu Bank Negara Malaysia diberi-wewenang untuk mengatur serta mengawasi

perbankan 1slam seperti layaknya perbankan konvensional .14

Pada prinsipnya, operasional perbankan syariah di Maaysiamemiliki dua dasar
hukum utama, yaitu Islamic Banking Act (IBA) 1983, dan Perbankan dan Keuangan
LembagaAct (BAFIA) 1989. IBA 1983 khusus mengatur bank syariah di mana gjaran
Islam dapat diterapkan dalam bisnis perbankan. UU 1ni tidak mengandung ketentuan
yang berkaitan dengan setiap bisnis perbankan, atau bahkan bisnis perbankan syariah
yang dilakukan oleh bank-bank konvensional.’>® Sampai saat ini, bank-bank Islam
yang diatur di bawah IBA adalah dua bank syariah lokal penuh, bank syariah penuh

asing dan bank anak perusahaan lslam:

Isamic Banking Act (IBA) 1983 pada dasarnya menyediakan lisensi dan
peraturan tentang managemen dan operas bisnis perbankan Islam. Selain itu, juga

menyediakan persyaratan keuangan dan ‘tugas bank syariah, kepemilikan dan kontrol

149Nurul Huda dan Muhammad Haikal, Lembaga Keuangan Islam (Indonesia: Prenada Media,
2010), h. 135.

150M . Shabri Abd. Magjid, Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komperatif Antara Malaysia dan
Indonesia diakses di https.//www.researchgate.net/publication/30586444 (20 Juli 2018)
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bank syariah, pembatasan bisnis dan kekuatan pengawasan dan kontrol atas bank
syariah. ©®* Adapun isi dari Islamic Banking Act terdiri dari 8 Bab dengan 60 pasal.

Beberapa hal penting yang terdapat dalam Islamic Banking Act (IBA) 1983
terkait dengan perbankan syariah di Malaysia adalah: 1>

1 Persetujuan Dewan Pen

Salah satu krit i untuk sebuah perusahaan
yang akan mengel i kan Bagian 1 dari IBA

Islam (figh
an dibidang

Untuk memastikan keseragaman dan standarisasi dalam keputusan oleh Badan

Penasehat Syariah di bank syariah, ada Dewan Penasehat Syariah Nasiona yang

BIRuzian Markom dan Norilawati Ismail, Jurnal Undang-Undang Internasional (The
Development Of Islamic Banking Laws In Malaysia: An Overview)

525krine,  Amandments-  banking  Legidation in  Malaysia diakses  disitus
(http://www.skrine.com/amendments--banking-legislation-in-malaysia) (29 Juli 2018)
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memberi saran kepada Bank Sentral Malaysia. Dewan Penasihat Syariah Nasional
adalah otoritas tertinggi dalam Islam di perbankan Islam Malaysia.*>

2. Penghapusan Pembatasan kepemilikan atau Kontrol Asing

Bagian 6 dari Islamic Banking. Act 1983 yang melarang pemohon atau

pemegang lisensi perbankan | mayoritas saham asing atau yang

dikuasai asung telah dic

3.

ri saran dari
Dewan tentang hal-
hal sya : nya dengan bisnis p embebankan
kewajib yang bersangkutan dari kata

perbankan
i instrument
an Pasal 59);
Ordinansi
41); dan
semata-mata
dilakukan untuk memposisikan bisnis'perbankan syariah sama level dan posisinya

dengan perbankan konvensional .1>*

153gherin Kunhibava, Jurnal Internasional Informasi Hukum Musim Semi (Perbankan Syariah
diMalaysia) diakses disitus https:www.researchgate.net/publication/274961364Perbanka (27 Juli 2018)

154M. Shabri Abd. Majid, Regulasi Perbankan Syariah: Sudi Komperatif Antara Malaysia dan
Indonesia diakses di https.//www.researchgate.net/publication/30586444 (20 Juli 2018)

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



89

Sehingga sampai tahun 2006, IBA 1983 sendiri jugatelah megalami perubahan
sebanyak tiga kali, pada Januari 1986, Pasal 25 (1), 27A, padatangga 1 Maret 2002,
Pasal 19 (1) dan (2) , dan terakhir, pada tanggal 1 Januari 2004, Pasal 3,6, dan 13A.

Bagian 3 (5a) dari Undang-undang ini menetapkan bahwa izin untuk mendirikan bank

dirian bank laftaran dan

. k Islam ﬁﬂiiﬁerﬁgﬂuh s&u

an ketentuan

ela Islam di

Akhirnya, pada bulan Desember 1998, istilah IFBS yang digunakan untuk
jendela Islam digantikan oleh Islamic Banking Scheme (IBS) dan adanya juga
kebijakan tentang pedoman Skim Perbankan Tanpa Faedah (SPTF) yang memberikan

155 aw Of Malaysia (Islamic Banking Act 1983)
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izin kepada bank konvensional menawarkan bisnis perbankan syariah.'®® Pada tahun
itu, semua lembaga perbankan yang memiliki jendela Islam juga diminta untuk
meningkatkan unit perbankan syariah ke divisi perbankan syariah sehingga dapat

memperluas industri perbankan Islam.

petunju dikeluarkan
oleh Ba ) of; ihat Syariah

989 diundangkan untuk vensional di
merupakan penggabun hukum yang
telah ad angan Act 1969 dan Undang-Und uransi 1963.
Tidak o : i diatur oleh bankan dan
BAFIA telah

diubah is keuangan

156 M. Shabri Abd. Magjid, Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komperatif Antara Malaysia dan
Indonesia diakses di https://www.researchgate.net/publication/30586444 (20 Juli 2018) h.247

157Sherin Kunhibava, Jurnal Internasional Informasi Hukum Musim Semi (Perbankan Syariah
diMalaysia) diakses disitus https:www.researchgate.net/publication/274961364Perbanka (27 Juli 2018)

B8Ruzian Markom dan Norilawati Ismail, Jurnal Undang-Undang Internasional (The
Development Of Islamic Banking Laws In Malaysia: An Overview(16 Agustus 2011), Diakses disitus
http://journalarticle.ukm.my/1697 (2 Agustus 2018)
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Amandemen dilakukan pada Pasal 124 dimana semangat utamanya adalah
memberikan ruang bagi bank konvensional untuk mengembangkan bsinis perbankan
syariah. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap bank konvensional yang ingin
membuka layanan syariah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 124 (BAFIA) adalah
membentuk Komite Syariah (Shariah Committe) dalam struktur organisasi bank.'*
Undang-undang ini jugaikut berkontribusi dalam mengembangkan Perbankan Syariah
di Malaysia.

Selain itu, ketentuan tersebut juga menyatakan bahwa bank konvensional akan
meminta saran dari Dewan Penasihat Syariah yang didirikan berdasarkan UU Bank
Sentral Malaysia 1958 dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa bank |slam atau

bank keuangan yang beroperasi akan memenuhi prinsip-prinsip Syariah.
4.2.3 Development Financial Institutions Act 2002 (DFIA)

Adabeberapalembaga keuangan pembangunan yang tidak diatur oleh Undang-
Undang mana pun, di IBA atau BAFIA. Misalnya, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia
Berhad yang diatur di bawah Undang-undang Bank Rakyat 1978 dan Co-Operative
Societies Act 1993.

Namun, diketahui‘bahwa lembaga:|embaga 'tersebut juga melakukan bisnis
perbankan Islam. . Hal ini disebabkan ol eh fakta bahwa bank tersebut diizinkan untuk
menjalankan layanan perbankan slamnya berdasarkan bagian 129 (1) dari Undang-
Undang Lembaga K euangan Pembangunan 2002 yang menyatakan bahwa - "Tidak ada
dalam Undang-Undang ini atau UU Perbankan Islam 1983 [UU 276 | akan melarang

atau membatasi lembaga yang ditentukan dari menjalankan bisnis perbankan Islam

1%Undang-Undang Malaysia (Akta Bank dan Institusi Kewenangan 1989)
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atau bisnis keuangan Islam selain bisnis yang sudah ada, asalkan lembaga yang
ditentukan harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank sebelum

mel akukan bisnis perbankan 1slam atau keuangan syariah. Bisnis”. 1%

Lembaga keuangan pembangunan lainnya menawarkan layanan perbankan
syariah selain Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Sdn. Bhd. Adalah Bank Perusahaan
Kecil dan Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank), Bank Ekspor-Impor Maaysia
Berhad, Agro Bank (sebelumnya dikenal sebagai Bank Pertanian Malaysia) dan Bank
SimpanangiNasionalBerhad:% sSejauh |ayanangperbankanylslamamereka prihatin,

bagian 129 (1) dari DFIA juga berlaku untuk mereka.
4.2.4 Central Bank Of Malaysia Act 1958 (CBMA)

Pada tahun 2003, amandemen dibuat untuk Bank Sentral Malaysia Act 1958
(CBMA) dengan memasukkan ketentuan baru bagian 16B yang menyediakan antara
lain untuk penetapan kualifikasi pengangkatan dan pengeturan Dewan Penasihat
Syariah(SAC) dari CBMA yang-akan menyarankan CBMA pada hal-hal syariah dalam
kaitannya dengan industri keuangan Islam. Berdasarkan amandemen ini, setiap
lembaga keuangan yang mengoperasikan perbankan Islam dan bisnis keuangan dari
waktu ke waktu mencarigsaran dari, SACstintuk memastikan bahwa operasi bisnisnya
sesuai dengan prinsip Syariah. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut juga harus

mematuhi segala arah SAC yang terkait dengan perbankan Islam dan bisnis keuangan.

10Ruzian Markom dan Norilawati Ismail, Jurnal Undang-Undang Internasional (The
Development Of Islamic Banking Laws In Malaysia: An Overview) (16 Agustus 2011), Diakses disitus
http://journalarticle.ukm.my/1697 (2 Agustus 2018)

161Bank NegaraMalaysia, Situs Resmi Bank NegaraM alaysiawww.bnm.gov.my (27 Juli 2018)
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Menjadi regulator di industri, CBMA akan memiliki kekuatan untuk
membatalkan lisensi yang diberikan kepadalembaga keuangan dari perating perbankan
Islam dan bisnis keuangan untuk ketidakpatuhan terhadap putusan SAC dari CBMA.
Referensi ke SAC dari CBMA dapat dilihat pada amandemen bagian 13A dari IBA dan
bagian 124 (4) dari BAFIA dimana dengan kedua ketentuan jelas menyatakan bahwa
setigp bank Islam atau lembaga berlisens yang menjalankan bisnis perbankan Islam
atau 1slam bisnis keuangan dapat meminta saran dari SAC dan harus mematuhi segala

arah yang dibuat oleh SAC.

Daftar undang-undang yang disebutkan di atas dimaksudkan untuk manajemen
dan operasi perbankan Islam dan bisnis keuangan. Namun, perlu dicatat bahwa
penerapan undang-undang dalam perbankan Islam dan bisnis keuangan mirip dengan
itu perbankan konvensional. Ini berarti bahwa penerapan Kode Tanah Nasional 1965,
UU Kontrak 1950 dan undang-undang lainnya masih relevan dalam perbankan Islam
dan bisnis keuangan selama ketentuan undang-undang tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip Syariah.

Pada prinsip-prinsip Syariah itu sendiri, tidak ada undang-undang khusus yang
memberikan-apa prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam transaksi perbankan
Islam. Dalam muamalat, prinstp-prinsip ‘yang. akan diadopsi_sangat tergantung pada
keadaan dan lingkungan (maslahah). Ini lebih fleksibel dibandingkan dengan ibadah
dimana segala sesuatu tetap dan tidak dapat diubah misalnya seorang Muslim harus
melakukan sholat lima kali per hari dalam keadaan apa pun (kecuali untuk rukhsah).
Selain itu, prinsip-prinsip yang harus diterima dalam transaksi Islam tidak hanya
berfokus pada satu Mazhab. Tidak ada keharusan untuk konsensus pendapat keempat
Mazhab agar prinsip-prinsip tertentu dapat diadopsi. Contoh terbaik adalah bay ‘al-



‘inah. Industri Malaysia memungkinkan penerapan bentuk transaksi semacam itu atas
dasar bahwa itu diterima oleh sebagian kecil ahli hukum Shafie meskipun sebagian
besar ulama Muslim menentang transaksi tersebut.’®?Ini untuk mengatakan bahwa

selama tidak ada unsur riba. gharar, maisir atau melibatkan barang-barang yang

menghasilkan dan menjual barang tid

di bawah Syariah.

ni, segala bentuk transaksi diperbolehkan

Meskipun tid Ng prinsip Syariah yang

diizinkangun digunakan dalam i tri, penerapann apdiawasimolen Dewan
Penasi Islam yang
nsip-prinsip

las Perbankan Syari i aysia

i berfungsinya sistem di Maaysia

Bank Idam

Menurut pengamatan penulisjugasal ah satu yang menyebabkan perkembangan

perbankan syariah di Malaysia begitu pesat yaitu pengakuan Islam sebagai agama

162Bank Negara Malaysia, 2007, Shariah Resolutions in Islamic Finance, Kuala Lumpur:
Bank Negara Malaysia, p.25, Securities Commission, (2006), http://www.bnm.gov.my (29 Juli
2018)
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resmi di negaratersebut, meskipun ada pro dan kontranamun hal tersebut sudah diatur
dalam Undang-Undang Malaysiapasa 3(1). Karena perbankan syariah identik dengan
agamalslam jadi dengan adanya pengakuan tersebut segala yang terkait dengan aturan
perbankan syariah dapat dengan mudah diterapkan di Malaysia.

Berbeda dengan Indonesia um yang jelas yang mengatur tentang

beroperasinya perbankan s

as perbankan syariah d pengamatan

a melakukan amandemen da berjalannya

syariah pertamayaitu UU No 21 Tahun2008.
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PENUTUP
5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian d

dari a syariah baik
un jenis perbankan syar yaitu bank
erdiri jendela perbankan Idl ebih dikenal
Id ndows, dan BPRS vy a sedangkan
eru perbankan syariah dari bank S0 lalaysiapun

bagi Bank i embuka kan alaysia.

pembahasan yang telah dijelaskan dalam,

an dari sisi | Y gara tersebut
onesiadan Bank ja sama-sama men;: itastertinggi

dan pMBrA REian di Inc ada Dewan
edangkan di
Malaysia ada Dewan Penasehat Syaria AC),dan Dewan Pengawas Syariah yang di

Malaysia dikenal dengan Komite Syariah (SC).

96
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5.1.2 Sistem Regulasi

Kemudian dari sisi sistem regulasi, regulasi perbankan syariah di Indonesia
diwujudkan dalam kerangka sistem perekonomian Indonesia sudah mengalami 3 kali
amandemen atau revis yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan
yang dipertegas oleh peraturan pemerintah, yakni menerpakan dual banking system
(mengakomodir penerapan bank syariah dalam ‘sistem perbankan konvensional).
Kemudian UU tersebut direvis dengan Wndang-Undang NO.10 Tahun 1998 yang
mengatur jenisjenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan bank
syariah. Dan kemudian dipertegas dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah dan diperkuat dengan Peraturan Bank Indonesiayang Sesuai dengan

Fatwa DSN-MUI.

Sedangkan sistem regulasi di Malaysia, sgjak munculnya perbankan syariah
pertama di Malaysia yakni Bank.lslan Malaysia Berhard, sudah didukung dengan
sistem regulas yang jelas dan memadai yang ada dibawah undang-undang Islamic
Banking Act 1983 (bank syariah lokal-penuh, bank syariah penuh asing dan bank anak
perusahaan Islam), kemueianyBanki ng=and. Finaneialgnstitutions Act 1989 (BAFIA)
yang diamandemen 1996 (untuk. memungkinkansbank=bank konvensional
mengoperasikan produk terkait  perbankan Islam melalul Islamic window) dan
Development Financial Institutions Act;2002 (DFIA) untuk membawahi bank-bank
yang tidak diatur oleh Undang-Undang IBA 1983 dan BAFIA.

Malaysia dan Indonesia mempunyai potensi yang sama sebagai negara dengan

mayoritas muslim dan juga negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Namun
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itu semua tidak memberikan dampak signifikan tanpa diiringi dengan kemauan politik
dari pemerintah untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah,

terutama dan lebih khususnya dalam hal pengesahan regulasi.
52 Saran

Berdasarkan kesimpul an.diatas maka ada beberapa saran untuk bank dan bagi
peneliti selanjutnya yang membahas dengan judul yang.sama. Adapun saran tersebut

adalah sebagai berikut:

Sebagai seorang yang melakukan penelitian terhadap sistem perbankan syariah
di Indonesiadan Malaysia, khususnya yang berkaitan dengan sistem kelembagaan dan
regul asil yang ada dikedua negara, seharusnya perlu ditingkatkan tekanan dan dorongan
terhadap pemerintah terutama di Indonesia khususnyalembaga |egislatif dalam hal ini
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk lebih mempermudah dan mempercepat
pengaturan serta regulasi bagi lembaga keuangan syariah termasuk juga perbankan
syariah. Sehingga sosialisasismengena perbankan: syariah tidak hanya ditergetkan
kepada /masyarakat sebagai ' calon.nasabah tetapli juga kepada pemerintah sebagai
pengambil kebijakan dan juga pemerintah Indonesia menurut saya seharusnya
mengakuli agama Islam sebagel agamasresmignegaragini seperti yang dilakukan oleh
Malaysia.

Sementara dalam ha penguatan fuar negert, perlu ditingkatkan hubungan
bilateral antara kedua negara dalam hal'bidang ekonomi, tidak hanya sebatas dalam
bidang ekspor, impor barang dan juga tenaga kerja, tetapi juga melakukan kerjasama
ataupun studi banding terhadap praktik lembaga keuangan syariah, khususnya

perbankan syariah. Dan juga menurut saya pemerintah Indonesia seharusnya membuka
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pintu bagi negara asing khususnya timur tengah yang ingin berinvestasi dalam hal
keuangan syariah di negara yang kita cintai ini, Indonesia.
Kemudian untuk penelitian dimasa yang akan mendatang penulis berharap

untuk juga mengkaitkan atau membandingakan produk-produk dan akad yang

ditawarkan oleh perbankan syari

13l
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